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Lina Nur Astuti. K4406004. PERJUANGAN POLITIK MOHAMMAD 
HATTA PADA MASA SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER 
(1948-1956). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2011. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas rumusan masalah 
yakni : (1) latar belakang pendidikan dan keluarga Mohammad Hatta; (2) 
pemikiran-pemikiran Mohammad Hatta ; (3) pelaksanaan pemerintahan 
parlementer di Indonesia; (4) perjuangan politik Mohammad Hatta pada masa 
pemerintahan parlementer tahun 1948-1956.  
Penelitian ini menggunakan metode historis. Sumber yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sumber tertulis primer dan sekunder. Pengumpulan 
data dilakukan melalui studi pustaka. Teknis analisis data yang digunakan adalah 
teknik analisis historis. Sedangkan langkah-langkah yang di tempuh dalam 
metode historis adalah : (1) Heuristik ; (2) Kritik; (3) Interpretasi; (4) 
Historiografi. 
 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan, bahwa : (1) Mohammad 
Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukittinggi, Sumatera Barat dan 
wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Jakarta. Pribadi dan pemikiran Mohammad 
Hatta dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan latar belakang pendidikannya. 
Mohammad Hatta menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat, ELS di Bukittinggi, 
MULO di Padang (1917). Sejak di MULO Mohammad Hatta sudah aktif di Jong 
Sumatranen Bond (JSB). Mohammad Hatta melanjutkan sekolah di Prins Hendrik 
School (PHS) dan pada tahun 1921 di Nederland Handels Hoogeschool (NHH) di 
Belanda. (2) Pemikiran-pemikiran Mohammad Hatta antara lain mengenai 
sosialisme di Indonesia, demokrasi dan kedaulatan rakyat, bentuk negara serikat.  
(3) Pemerintahan Parlementer telah dipraktekkan pada tahun 1945-1949 
dilanjutkan pada masa RIS dan UUDS 1950. Mohammad Hatta adalah pendukung 
negara serikat dan cita-citanya membangun demokrasi parlementer bagi 
Indonesia. Sumber-sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial 
menurut analisa Mohammad Hatta ada tiga pokok yaitu paham sosialisme Barat, 
ajaran Islam dan kolektivisme masyarakat Indonesia. (4) Mohammad  Hatta yang 
menjabat sebagai Wakil Presiden, diangkat menjadi Perdana Menteri (1948-
1950). Hatta berhasil membawa Indonesia kepada pengakuan kedaulatan 
Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar (KMB). Pada masa 
UUDS 1950, Mohammad Hatta yang menjabat menjadi wakil presiden hanya 
berfungsi sebagai lambang negara. Mohammad Hatta meletakkan jabatan sebagai 
wakil presiden pada tanggal 1 Desember 1956.  
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ABSTRACT 
 
Lina Nur Astuti. K4406004. MOHAMMAD HATTAS  POLITICS 
STRUGGLE ON PARLIAMENTARY GOVERNANCE ERA (1948-1956). 
Skripsi, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University,  May 2011 
  The aim of this research is to answer the problems, namely: (1) The 
education and family life background of Mohammad Hatta. (2) Mohammad 
parliamentary governance performed in Indonesian. (4) 
governance in 1948 to 
1956.  
 This research applied historical method. Sources used in this research are 
written primary and secondary source. The data were found through library study. 
The technique of analizing the data were historical analysis through the following 
steps: (1) Heuristic, (2) Critics, (3) Interpretation, and (4) Historiography. 
 Based on this research, it can be concluded: (1) Mohammad Hatta was 
born in August, 12 th 1902 at Bukittinggi, West Sumatera and passed away on the 
fifteenth 14th March 1980 at Jakarta. Mohammad Hatta's personality and thinking 
were influenced by the environtment in his family and his educational 
background. Mohammad Hatta studied at Sekolah Rakyat, ELS at Bukittinggi, and 
MULO at Padang (1917). Since at MULO,  Mohammad Hatta was active at Jong 
Sumatren Bond (JSB). Mohammad Hatta continued his study at Prins Hendrik 
School (PHS) and in1921 he continued to study at Nederland Handels 
Hoogeschool (NHH)  in Holland. (2) Mohammad Hatta's thoughts were for 
example about socialisms in Indonesian, democracy and society souvereignty, 
serikat form of government. (3) Parliamentary democracy was being practiced in 
1945 - 1949 then was being continued on  Republik Indonesia Serikat (RIS) and 
UUDS 1950 era. Mohammad Hatta was the supporter of serikat's state and his 
aspiration was creating parliamentary democracy for Indonesian. Mohammad 
Hatta analyzed that there were three points which could support the goal of social 
democracy in Indonesia, namely; West socialism concepts, Islamic teaching and 
Indonesian society collectivism. (4) Mohammad  Hatta who was a Vice President 
was then stated as Prime Minister (1948-1950). Hatta successfully took Indonesia 
to the admitting of Indonesia sovereign by Dutch via Konferensi Meja Bundar 
(KMB). On UUDS' 1950 era, Mohammad Hatta who officially was a vice 
president, he just functioned as only a symbol of his position in the state. 
Mohammad Hatta placed his responsible as vice president on 1st December 1956.  
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 MOTTO 
 
 Hanya ada dua kekuatan di dunia ini, pedang dan semangat. Namun kelak, 
pedang akan ditaklukan oleh semangat. (Napoleon Bonaparte). 
 Untuk mencapai hal-hal besar, kita bukan hanya harus bertindak, tetapi juga 
bermimpi : bukan hanya rencana tetapi percaya  (Antole France). 
 Pemimpin yang sejati ialah yang mampu menyediakan penggantinya 
(Mohammad Hatta) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Birokrasi merupakan pusat kekuatan sosial yang terpenting pasca 
kemerdekaan. Di samping merupakan institusi yang mewakili segmen masyarakat 
terdidik dan relatif modern, birokrasi juga merupakan sarana bagi mobilisasi 
sosial. Birokrasi pemerintah tidak bisa dilepaskan dari proses dan kegiatan politik. 
Keberhasilan seseorang menduduki jabatan birokrasi mempunyai arti sosial yang 
penting, karena jabatan tersebut mempunyai prestise yang tinggi. Terdapatnya 
anggapan dalam masyarakat, bahwa pemerintah merupakan penyedia kebutuhan 
dan pelindung utama (pamong) rakyat telah mendorong munculnya persepsi lain. 
Jabatan birokrasi dianggap jabatan yang dekat dengan peran kepemimpinan, suatu 
peran yang sangat dihormati dalam masyarakat Indonesia yang paternalisitik.  
Joyce Mitchel dalam Miriam Budihardjo (1982:11) berpendapat bahwa 
 Pengertian politik tersebut menyangkut kegiatan 
pemerintah. Menurut Sukarna (1981:7) Politik dapat pula disamakan sebagai 
suatu kekuasaan ataupun negara bahkan ilmu politik diberi arti sebagai suatu ilmu 
untuk memperoleh kekuasaan di dalam negara, mengatur hubungan antara 
pemerintah dengan rakyat atau sebaliknya serta mengatur hubungan antara negara 
dengan negara atau dengan rakyatnya.  
Pada setiap gugusan masyarakat yang membentuk pemerintahan tidak bisa 
dilepaskan dari aspek politik. Kelompok masyarakat itu mempunyai kepentingan 
yang diperjuangkan agar pemerintah terpengaruh. Birokrasi pemerintah langsung 
ataupun tidak langsung akan selalu berhubungan dengan kelompok-kelompok 
kepentingan masyarakat (Miftah Thoha, 2004: 27). 
Sistem politik yang dilaksanakan pada tahun 1948-1956 ialah 
menggunakan demokrasi, khususnya demokrasi parlementer. Pendapat Sukarna 
mengenai sistem politik yang dikutip oleh Arifin Rahman (1998:6) ialah suatu tata 
cara untuk mengatur atau mengolah bagaimana memperoleh kekuasaan di dalam 
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negara, mempertahankan kedudukan kekuasaan atau sebaliknya dan mengatur 
hubungan pemerintah dengan rakyat atau sebaliknya dan mengatur hubungan 
antara negara dengan negara atau dengan rakyatnya, atau dengan secara singkat 
dapat dikatakan bahwa sistem politik ialah tata cara mengatur negara.  
Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 1945-1949 merupakan 
revolusi, yang dipandang sebagai manifestasi tertinggi dari tekad nasional, 
lambang kemandirian suatu bangsa dan bagi mereka yang terlibat di dalamnya, 
sebagai suatu pengalaman emosional yang luar biasa dengan rakyat (J.D Legge, 
1993: 1) 
Negara kesatuan Republik Indonesia baru diumumkan pembentukannya 
sejak tanggal 15 Agustus 1950, maka era Republik Indonesia Serikat berakhir. 
Berakhirnya RIS membawa dampak positif yakni berakhirnya sistem federal. 
Sedangkan sisi negatifnya yakni revolusi fisik yang belum berakhir dan persoalan 
mengenai tata negara (http://sejarawan.wordpress.com/2008/05/22/politik-
indonesia-sejak-1950-1965). 
Dalam tahun 1949 sampai 1957, sistem politik Indonesia sering disebut 
demokrasi parlementer. Sistem ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar 
Sementara yang dibuat pada tahun 1949, dengan menekankan pada demokrasi 
kedaulatan rakyat, kebebasan berbicara dan pers, serta tertib hukum, dan 
sebagainya walaupun masih terdapat perbedaan pendapat diantara pimpinan elite 
tentang arti demokrasi serta pelaksanaannya. Pemerintah dikuasai oleh elite sipil. 
Partai politik dipandang sebagai lembaga masyarakat yang terpenting bagi 
partisipasi rakyat dalam kehidupan nasional. Kabinet bertanggung jawab kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat. (Albert Widjaja: 1982, 87).  
 Dalam sistem demokrasi parlementer, kabinet dan menteri-menteri 
bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden tetap kepala negara, tetapi bukan 
kepala pemerintahan, suara para anggota DPR biasanya keras sehingga pernah 
menimbulkan reaksi di kalangan Angkatan Bersenjata. Para anggota DPR 
hanyalah mencari kedudukan khususnya sebelum Pemilihan Umum 1955 
(Tashadi, 1999:59). 
3 
 
Dalam sistem parlementer, badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai 
kepala negara konstitusionil (constitutional head) beserta menteri-menterinya 
yang mempunyai tanggung jawab politik karena fragmentrasi partai-partai politik 
setiap kabinet berdasarkan koalisi yang berkisar pada satu atau dua partai besar 
dengan beberapa partai kecil. Koalisi ternyata kurang mantap dan partai-partai 
dalam koalisi tidak segan-segan untuk menarik lingkungannya sewaktu-waktu 
sehingga kabinet sering kali jatuh karena keretakan dalam koalisi sendiri. Dengan 
demikian ditimbulkan kesan bahwa partai-partai dalam kondisi kurang dewasa 
dalam menghadapi tanggung jawab mengenai permasalahan pemerintahan. Di lain 
pihak partai-partai dalam barisan oposisi tidak mampu untuk berperan sebagai 
oposisi yang konstruktif yang menyusun program-program alternatif, tetapi hanya 
menonjolkan segi-segi negatif dari tugas oposisi. 
Umumnya kabinet dalam masa pra pemilihan umum yang diadakan dalam 
tahun 1955 tidak dapat bertahan lama dari rata-rata 8 bulan, dan hal ini 
menghambat perkembangan ekonomi dan politik, oleh karena itu pemerintah tidak 
mendapat kesempatan untuk melaksanakan programnya. Pun pemilihan umum 
tahun 1955 tidak membawa stabilitas yang diharapkan, malahan tidak dapat 
menghindarkan perpecahan yang paling gawat antara pemerintah pusat dan 
beberapa daerah. 
Ada beberapa kekuatan sosial dan politik yang tidak memperoleh saluran 
dan tempat yang realitis dalam konstelasi politik, padahal merupakan kekuatan 
yang paling penting, yaitu seorang presiden yang tidak mau bertindak sebagai 
(presiden yang membubuhi capnya) belaka dan suatu 
tentara yang lahir dalam revolusi merasa bertanggung jawab untuk turut 
menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia 
pada umumnya. 
Ramlan Surbakti (1992:134) mengemukakan bahwa  salah satu tipe aktor 
politik yang memiliki pengaruh dalam proses politik adalah pemimpin politik dan 
pemerintahan. Sebutan politik dalam kepemimpinan politik menunjukkan 
kepemimpinan berlangsung dalam suprastruktur politik (lembaga-lembaga 
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pemerintahan), dan yang berlangsung dalam infrastruktur politik (partai politik 
dan organisasi kemasyarakatan).  
Seorang sarjana ilmu politik Australia, Herbert Feith, di dalam sebuah 
karya ilmiahnya, The Decline of Contitusional Democracy in Indonesia, 
menyebut pembagian tipe pemimpin di Indonesia. Menurut Herbert Feith (1962: 
113), pada tahun 1950-an terdapat dua tipe pemimpin di Indonesia, yaitu golongan 
administrator (ahli pemerintahan) dan golongan solidarity maker (penganjur 
massa). Golongan administrator adalah golongan yang mempunyai kecakapan 
menyelenggarakan negara menurut cara-cara modern (technical skill of know 
how). Mereka adalah orang-orang yang umumnya berpendidikan cukup tinggi 
atau berpengalaman dalam pemerintahan. Mereka lebih suka berbuat daripada 
berbicara mencapai kejayaaan Indonesia. Sedangkan golongan solidarity maker 
(penganjur persatuan) merupakan kebalikannya. Mereka terdiri dari orang-orang 
yang kebanyakan pendidikannya atau pengalamannya dalam pemerintahan 
kurang. Tetapi mereka mempunyai kemampuan untuk mempersatukan massa dari 
berbagai golongan; hubungan mereka dengan massa akrab. Mereka pandai 
berbicara tentang berbagai ide, atau memberi harapan-harapan yang muluk (ideal) 
tentang masa depan Indonesia, tetapi t idak mempunyai kecakapan untuk 
mewujudkannya. Mereka puas dengan simbol-simbol kejayaan. Mohammad Hatta 
merupakan wakil utama dari golongan administrator sedangkan Soekarno adalah 
wakil utama golongan solidarity maker (G. Moedjanto, 1989: 80) 
Pemikiran sosialisme Mohammad Hatta dipengaruhi oleh sosialisme 
Barat, mengingat kiprahnya di negeri Belanda dan hubungan dekatnya dengan 
kaum sosialis Belanda yang juga banyak mempengaruhi pemikirannya. Akan 
tetapi, karena ia seorang yang religius, pemikiran sosialismenya kental dengan 
sosialisme religius atau sering dijuluki beraliran sosialisme kanan (soska).  
 Mohammad Hatta adalah salah satu tokoh besar Indonesia yang memiliki 
peran besar dalam perjalanan sejarah Indonesia. Dalam Ensiklopedi Nasional 
Indonesia (1989:364) menyatakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dari 
pemikiran Mohammad Hatta adalah mempertinggi kesejahteraan rakyat. Selain  
itu pemikiran Mohammad Hatta bukan hanya mencapai kemerdekaan, tetapi juga 
5 
 
tentang bagaimana mempersiapkan Indonesia, untuk memperjuangkan, menerima 
dan mengisi kemerdekaan itu sebaik-baiknya (Alfian, 1983: 144). Mavis Rose 
(1991: xix) menulis mengenai Mohammad Hatta bahwa: 
He was undoubtedly a statesman of the hightest caliber, prepared to 
sacrifice ambition, wealth, and high office for his ideals. His leadership 
role must be assessed as much for its ethical qualities as for its attainment 
(Tak diragukan lagi, ia adalah seorang negarawan yang 
kaliber tertinggi, yang siap mengorbankan ambisi, kekayaan, dan 
kedudukan demi cita-citanya. Peran kepemimpinannya haruslah dinilai 
sebesar kualitas etiknya demi mencapai kekuasaan politik).    
 Untuk periode demokrasi parlementer, kepemimpinan nasionalisme masih 
tetap dilakukan oleh dwi tunggal Soekarno-Hatta (Deliar Noer, 1988:289). Dwi 
tunggal ini ibarat mata uang  
revolusioner, Mohammad Hatta reformis. Soekarno gandrung persatuan, 
Mohammad Hatta memandang persatuan hanyalah sebagai alat. Soekarno 
menghendaki negara kesatuan, Mohammad Hatta ingin negara serikat. Soekarno 
anti-demokrasi parlementer, sedangkan Mohammad Hatta pendukung demokrasi 
parlementer. Soekarno mengganggap pemungutan suara (voting) merupakan tirani 
mayoritas, sedangkan Mohammad Hatta mengganggap voting sebagai jalan 
mencapai mufakat (Wawan Tunggul Alam, 2003: ix).  
 Mohammad Hatta merupakan wakil presiden pertama Republik Indonesia.  
Sebagai wakil presiden, Mohammad Hatta menunjukkan peran yang sangat besar 
dalam pengambilan keputusan dengan mengeluarkan beberapa produk hukum. 
Beberapa produk hukum yang pernah dikeluarkan oleh Mohammad Hatta antara 
lain Maklumat Wakil Presiden No. X dan Maklumat Pemerintah tanggal 3 
November 1945.  
 Tonggak politik Mohammad Hatta adalah perannya dalam mengubah 
demokrasi presidensial menjadi demokrasi parlementer. Melalui Maklumat No. X 
tanggal 16 Oktober 1945. Mohammad Hatta mendukung pergantian itu. 
Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 menyatakan bahwa 
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebelum terbentuk Majelis 
Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaan 
eksekutif, yang sehari-hari dilakukan oleh Badan Pekerja KNIP. Secara kategoris, 
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Maklumat Wakil presiden No X merupakan keputusan politik yang sangat penting 
untuk keperluan tegakya demokrasi.  
 Pakar politik Lambert Giebels dalam bukunya Biografi Soekarno, menilai 
tindakan tersebut sebagai kudeta diam-diam (quiet coup)
secarik kertas dan goresan pena, sistem presidensial yang tercantum dalam UUD 
1945 diubah. Setelah peristiwa memalukan itu, Soekarno sampai menenangkan 
 
 Penjelasan terhadap maklumat tersebut yang dikeluarkan pada 20 Oktober 
1945 benar-benar mengusung konsep parlementarian. Dalam arti kata, maklumat 
ini menjadi landasan baru terbentuknya check and balance kekuasaan (Salman 
Alfarizi, 2009: 170).   
 Mohammad Hatta adalah pendukung negara serikat dan cita-citanya 
membangun demokrasi parlementer bagi Indonesia. Oleh karena itu, Mohammad 
Hatta menyetujui usulan dari Badan Pekerja KNIP tentang perubahan sistem 
pemerintahan presidensiil ke parlementer yang diketuai Sjahrir dengan alasan 
UUD 1945 tidak memuat pasal yang mewajibkan atau melarang 
pertanggungjawaban di tingkat menteri, dan bahwa pertanggungjawaban ke KNIP 
(MPR) merupakan salah satu cara menegakkan kedaulatan rakyat (Salman 
Alfarizi, 2009: 104). 
 Selain Maklumat No.X, Mohammad Hatta juga mengeluarkan Maklumat 
Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang anjuran kepada rakyat untuk 
membentuk partai-partai politik. Maklumat tersebut bukan saja memberikan 
pengakuan terhadap arti penting partai politik, tetapi juga menempatkan 
pemerintah dalam posisi pro aktif ke arah pembentukan partai-partai politik. 
Landasan pemikiran yang diajukan Mohammad Hatta demi menegaskan arti 
penting kehadiran partai adalah bahwa partai politik merupakan institusi politik 
memperkuat perjuangan kita mempertahankan kemerdekaan dan menjamin 
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 Peneliti dari Universitas Cornell, Mavis Rose (1991:7) menyatakan bahwa 
memang dalam pemikiran Mohammad Hatta yang ideal, kekuasaan yang dibagi 
(secara) luas adalah yang paling mendekati cita-citanya tentang demokrasi. Pakar 
hukum Daniel Lev mengganggap bahwa kabinet parlementer di masa lalu 
memang jauh lebih bermutu dibandingkan dengan sistem presidensial dalam era 
 
 Tidak banyak yang dapat dilakukan Mohammad Hatta secara terbuka 
selama Hatta menjadi wakil presiden. Hatta lebih banyak bertindak sebagai 
sesepuh, memberi nasehat, anjuran, teguran, dan sebagainya dengan lisan maupun 
dengan surat kepada siapa saja (presiden, menteri, gubernur, tokoh masyarakat 
dan sebagainya).  
Kabinet parlementer ini akhirnya tidak berumur panjang karena ada 
perebutan kedudukan dari partai-partai sehingga kurang dirasakan adanya 
kemantapan stabilitas nasional (Tashadi, 1999: 59). 
Karena istimewanya pembahasan ini, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dan hasilnya akan diungkapkan dalam bentuk skripsi  
dengan judul 
Pemerintahan Parlementer (1948-  
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 
maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana latar belakang pendidikan dan keluarga Mohammad Hatta? 
2. Bagaimana pemikiran-pemikiran Mohammad Hatta? 
3. Bagaimana pelaksanaan pemerintahan parlementer di Indonesia? 
4. Bagaimana perjuangan politik Mohammad Hatta pada masa pemerintahan 
parlementer tahun 1948-1956? 
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C. Tujuan Penelitian  
Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah 
1. Untuk mengetahui latar belakang pendidikan dan keluarga Mohammad Hatta. 
2. Untuk mengetahui deskripsi pemikiran-pemikiran Mohammad Hatta.  
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pemerintahan parlementer di Indonesia. 
4. Untuk mengetahui perjuangan politik Mohammad Hatta pada masa 
pemerintahan parlementer tahun 1948-1956. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat teoritis 
a. Dapat memberikan tambahan pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan 
topik : perjuangan politik Mohammad Hatta pada masa pemerintahan 
parlementer tahun 1948-1956. 
b. Dengan penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 
penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. 
c. Dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya terutama dalam kajian 
tentang Mohammad Hatta. 
 
2. Manfaat praktis 
a. Memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pendidikan pada 
Program Studi Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Bagi pembaca, khususnya mahasiswa prodi Sejarah FKIP UNS agar 
digunakan sebagai bahan awal untuk meneliti berbagai kajian yang sama. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Tinjauan Pustaka 
1. Perjuangan Politik 
Maurice Duverger (1981:53) mengartikan perjuangan dengan melihat dari 
segi ekonomi, yang terkait akan menang yaitu yang berkualitas dalam bidang 
intelegensinya, keberaniannya, dan kemampuannya untuk bekerja. 
Sukarna (1984:18) mengartikan perjuangan dalam arti luas, yaitu 
membangun moral maupun material agar mencapai kehidupan yang lebih baik. 
Selanjutnya dikemukakan tentang perjuangan individu yaitu perjuangan 
mempergunakan atau mengalahkan keadaaan agar dapat tumbuh dan berkembang. 
Dari pengertian ini, perjuangan memiliki aspek yang luas yang oleh Sukarna 
diartikan sebagai membangun. Sarana perjuangan adalah keadaan, baik untuk 
dipergunakan maupun dikalahkan sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. 
Selanjutnya Darji Darmohiha
adalah substansi dari suatu kegiatan yang mengandung unsur-unsur. Adapun 
unsur-unsur secara umum ditampilkan dalam perjuangan adalah keberanian, 
 
Max Weber (1985:52) mengkategorikan perjuangan dalam dua wujud atau 
bentuk yaitu perjuangan fisik dan perjuangan non fisik. Perjuangan fisik adalah 
suatu bentuk usaha, ikhtiar perlawanan untuk mencapai suatu tujuan dengan 
menggunakan benda baik berupa senjata maupun benda-benda lain yang 
digunakan, seperti senjata-senjata tajam, benda-benda tumpul, senjata api, bahkan 
senjata api yang dahsyat yaitu nuklir. Sedangkan perjuangan non fisik adalah 
suatu usaha atau ikhtiar dari perlawanan dalam tujuan yang diinginkan tanpa 
menggunakan benda sebagai sarana. 
Perjuangan non fisik merupakan perjuangan yang lebih mengarah pada 
perjuangan politik diplomasi. Diplomasi mengandung pengertian tidak melakukan 
tindakan politik agresif terhadap musuh (Selo Sumardjan, 1978:64). Perjuangan 
non fisik dapat dilakukan dengan perundingan-perundingan sebagai alternatif 
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penyelesaian suatu masalah. Perjuangan ini merupakan usaha-usaha politik yang 
dapat menempatkan diri pada posisi yang menguntungkan. Dalam arti mencegah 
kerugian-kerugian yang diderita dibanding dengan perjuangan yang menggunakan 
kekerasan. Di samping itu, perjuangan non fisik juga dapat mengarah pada usaha-
usaha individu dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan. Tujuan-tujuan tersebut 
dapat berupa karier dalam bidang politik, usaha di bidang ekonomi, perjuangan 
jenjang pendidikan dan usaha dalam meningkatkan status sosial.  
Dalam hal ini pengertian perjuangan lebih khusus pada perjuangan dalam 
bidang politik. Perjuangan dari individu untuk mencapai cita-cita politiknya 
secara psikologis. Perjuangan politik tidak dapat lepas dari naluri penguasaan 
serta adanya karakter moral dalam perjuangan tersebut. Penguasaan ini 
dimaksudkan bahwa perjuangan politik merupakan bentuk usaha yang dilakukan 
oleh massa yang tidak menerima otoritas maupun dalam kepentingan umum, 
sehingga melakukan perlawanan terhadap kaum penguasa untuk memperoleh 
perubahan kearah perbaikan dalam bidang politik. Karakter moral dalam aktivitas 
tersebut terkandung unsur keinginan kearah yang lebih baik dan sebelumnya. 
Untuk mencapai hal itu, faktor moralitas memegang peran penting dalam setiap 
aktivitas.    
Maurice Duverger (2003 : 287-293) mengkategorikan perjuangan politik 
ke dalam dua bentuk yaitu perjuangan terbuka dan perjuangan diam-diam. Dalam 
perjuangan terbuka konflik dapat jelas terlihat. Sedangkan dalam perjuangan 
diam-diam harus dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan ditutup-tutupi.  
Perjuangan terbuka biasanya muncul dalam negara-negara demokratis. Perjuangan 
terbuka dapat dengan mudah dilihat oleh semua orang, namun keterbukaan 
perjuangan ini tidak absolut. Ada bagian-bagian tertentu yang ditutup-tutupi. 
Sedangkan perjuangan secara diam-diam sering muncul dalam negara otokrasi. 
Perjuangan politik dilakukan di bawah tameng atau sembunyi-sembunyi. 
Perjuangan ini sulit dilihat oleh masyarakat awam karena gerak perjuangan 
biasanya dilakukan dengan menggunakan kamuflase yang mana tujuan-tujuan 
politik disembunyikan di balik tujuan-tujuan non politik. 
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  Perjuangan politik Mohammad Hatta lebih mendekati pada bentuk 
perjuangan bersifat tertutup dengan membentuk sel-sel radikal, mendidik kader-
kader pemimpin dan sulit dikontrol oleh Belanda. Bagi Mohammad Hatta, 
kaderisasi sama artinya dengan edukasi atau pendidikan. (Wawan Tunggul Alam, 
2003:8)  
  Perjuangan merebut kemerdekaan sejak semula memang diniatkan sebagai 
bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat. Mohammad Hatta tidak terpancing untuk mencari jalan kekerasan untuk 
menegakkan apa yang dianggapnya benar. Ia merasa bahwa dengan kekerasan dan 
senjata, bangsa Indonesia tidak mampu  menandingi kekuatan lawan yang telah 
menggunakan taktik, strategi dan teknik, serta persenjataan modern.  
 Selain itu, Mohammad Hatta juga menjalankan politik non kooperasi. Cara 
ini menurut Hatta adalah satu-satunya cara untuk mencapai kemerdekaan, timbul 
karena pertentangan kepentingan antara penjajah dengan terjajah tidak dapat 
dikompromikan. (Deliar Noer, 1990:54). 
 
2. Kepemimpinan 
a. Pengertian Kepemimpinan 
Kepemimpinan secara bahasa berasal dari kata dasar pimpin. Dengan 
mendapat awalan me- menjadi memimpin yang memiliki arti menuntun, 
menunjukkan jalan dan membimbing. Perkataan memimpin merupakan sebuah 
bentuk kegiatan sedangkan yang melaksanakannya disebut sebagai pemimpin. 
Dari perkataan memimpin kemudian memunculkan perkataan kepemimpinan, 
berupa penambahan awalan ke- dan akhiran an pada kata pemimpin. Dalam 
kehidupan sehari-hari dan dunia kepustakaan muncul istilah serupa yang sering 
digunakan silih berganti seperti tidak ada bedanya, yaitu 
kata leadership seringkali dijumpai dalam percakapan, pertemuan, pidato radio, 
ceramah, atau dalam surat kabar, majalah dan buku (Onong Muhjana Effendy, 
1981: 1). 
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Kartini Kartono dalam bukunya Pemimpin dan Kepemimpinan (2005: 57-
58), mengemukakan beberapa pengertian kepemimpinan dari beberapa ahli: (1) 
Benis, mengatakan bahwa kepemimpinan adalah proses dengan mana seorang 
agen menyebabkan bawahan bertingkah laku menurut satu cara tertentu, (2) 
Orway Tead dalam bukunya The Art of Leadership menyatakan kepemimpinan 
adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan, (3) George R. Terry dalam bukunya Principle 
of Management menyatakan kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi 
orang-orang agar mereka suka berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok, (4) 
Howard H Hoyt dalam bukunya Aspect of Modern Public Administration  
menyatakan kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi tingkah laku 
manusia, kemampuan untuk membimbing orang, (5) Kimball Young mengatakan 
bahwa kepemimpinan adalah bentuk dominasi didasari kemampuan pribadi, yang 
sanggup mengajak atau mendorong orang lain untuk berbuat sesuatu berdasarkan 
akseptansi atau penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus 
yang tepat bagi situasi khusus. 
Dari beberapa definisi di atas diketahui, bahwa pada kepemimpinan 
terdapat unsur-unsur: (a) kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau 
kelompok, (b) kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau orang lain, 
(c) untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. 
Sedangkan dalam pengertian lain yang dimaksud dengan kepemimpinan 
adalah merupakan terjemahan bahasa Inggris yang berarti menunjukan proses 
kegiatan seseorang dalam memimpin, membimbing, mempengaruhi atau 
mengontrol pikiran, perasaan tingkah laku seseorang atau orang lain (Onong 
Muhjana Effendy, 1981: 1). 
Soekarno dalam Moekijat (1992:120) mendefinisikan pemimpin sebagai 
berikut: 
Seorang pemimpin adalah seseorang yang dapat menggerakkan, 
membimbing, memimpin, memberi fasilitas-fasilitas, memberi contoh atau 
teladan serta memberikan kegairahan bekerja. Pada pemimpin ada unsur 
mendidik, dapat mengantarkan yang dipimpin kearah yang sempurna 
dengan memberikan petunjuk-petunjuk.  
13 
 
Arifin Abdurrachm
dimaksud dengan seorang pemimpin adalah orang yang dapat menggerakkan 
Munculnya kepemimpinan karena adanya dorongan yang kuat dalam diri 
seseorang yang mempunyai cita-cita dan keinginan untuk mencapainya. 
Soerjono Soekanto (1986:178) berpendapat bahwa kepemimpinan adalah 
kemampuan dari seseorang (yaitu pemimpin atau leader) untuk mempengaruhi 
orang lain (yaitu yang dipimpin atau pengikutnya), sehingga orang lain tersebut 
bertingkah laku sebagaimana dikehendaki pemimpin itu.   
Berdasarkan pengertian kepemimpinan diatas akan timbul unsur-unsur : 
(a) orang yang dipengaruhi, (b) orang yang mempengaruhi, (c) pengarahan dari 
orang yang mempengaruhi. 
Kepemimpinan adalah seni kemampuan mempengaruhi perilaku manusia 
dan kemampuan mengendalikan orang-orang dalam organisasi agar perilaku 
mereka sesuai dengan perilaku yang diinginkan oleh pemimpin tersebut (Y.W 
Sunindhia dan Ninik Widiyani, 1993: 4-5). Hal ini akan menjadikan 
kepemimpinan merupakan bakat dan seni sendiri. 
Pengertian umum mengenai kepemimpinan menurut Buchari Zainun 
(1984: 23) adalah satu kekuatan atau ketangguhan yang bersumber dari 
kemampuan untuk mencapai cita-cita dengan keberanian mengambil resiko yang 
bakal terjadi. Memiliki bakat kepemimpinan berarti menguasai seni atau teknik 
melakukan tindakan-tindakan seperti teknik memberi perintah, pengertian, 
anjuran, memperoleh saran guna memperkuat identitas kelompok yang dipimpin, 
memudahkan untuk menyesuaikan diri dan menanamkan rasa disiplin di kalangan 
bawahan.  
Kepemimpinan menurut Edwin A. Fleishman adalah upaya mempengaruhi 
kegiatan pengikut melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu 
(Gibson James I, 1986: 334). Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan 
diperlukan pengetahuan tentang komunikasi serta faktor faktor yang 
menimbulkan dan memotivasi seseorang untuk bekerja. 
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Kepemimpinan merupakan gejala kebudayaan, suatu gejala yang terwujud 
karena budidaya manusia di dalam hidup bermasyarakat dalam upaya memenuhi 
kebutuhan dan harapannya utnuk melestarikan hidup bermasyarakat itu sendiri 
(Jarmanto, 1997:13). Marsudi Eko ( 1988: 25) mengatakan kepemimpinan berasal 
dari kata pimpin, kata pemimpin berarti tuntun, bimbing, menunjukkan jalan, dan 
mengepalai suatu pekerjaan. Hal ini dapat diartikan bahwa kepemimpinan 
merupakan kemampuan seseorang  untuk menuntun, pembimbing, penunjuk pihak 
lain atau kelompok lain.  
Dari berbagai pendapat di atas maka dalam kepemimpinan mengandung 
dua faktor yang sangat penting yaitu pemimpin dan yang dipimpin serta 
didalamnya terdapat kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Jadi pemimpin 
tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan. 
Berdasarkan paparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 
kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memimpin, membimbing, 
mempengaruhi atau mengontrol pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain 
dengan maksud agar orang lain tersebut melakukan apa yang dikehendaki 
pemimpin.  
b. Bentuk kepemimpinan 
Sunindhia dan Ninik Widiyanti (1988: 29-41) memberikan beberapa 
macam bentuk kepemimpinan. Adapun bentuk-bentuk kepemimpinan tersebut 
antara lain: 
1) Kepemimpinan otokrasi, yaitu pemimpin mengganggap organisasi sebagai 
milik sendiri. 
2)  Kepemimpinan militeristis, yaitu memakai cara yang lazim digunakan 
dalam kemiliteran. 
3) Kepemimpinan paternalistik, yaitu pemimpin dianggap sebagai bapak dan 
anak buahnya dianggap sebagai anak atau manusia yang belum dewasa dan 
perlu bimbingan.  
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4) Kepemimpinan kharismatik, yaitu mempunyai kemampuan yang luar biasa 
dari seseorang lain 
5) Kepemimpinan bebas ( laisses faire), yaitu pemberian kebebasan sepenuhnya 
kepada bawahan. 
6) Kepemimpinan demokratis, yaitu adanya keterbukaan dari pemimpin untuk 
menerima saran, dan masukan atau kritikan dari anak buahnya.  
c. Cara Memperoleh Kepemimpinan 
Kartini Kartono (1990:29) mengemukakan mengenai tiga teori menonjol 
dalam memberikan penjelasan perihal kemunculan pemimpin yaitu sebagai 
berikut: 
1) Teori genetis menyatakan sebagai berikut: 
a) Pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-
bakatnya yang luar biasa. 
b) Dia ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam situasi dan kondisi yang 
bagaimanapun juga. 
2) Teori sosial (lawan teori genetis) menyatakan sebagai berikut: 
a) Pemimpin-pemimpin itu harus disiapkan dan dibentuk, tidak dilahirkan 
saja. 
b) Setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui usaha penyiapan dan 
pendidikan. 
3) Teori ekologis atau synthetis (muncul sebagai reaksi dari kedua teori tersebut 
terlebih dahulu) menyatakan sebagai berikut : Seorang akan menjadi sukses 
menjadi pemimpin, bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat ini 
sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan juga sesuai 
dengan tuntutan lingkungan / ekologinya. 
 
d. Teori Tentang kepemimpinan 
Teori kepemimpinan adalah penggeneralisasian satu seri perilaku 
pemimpin dan konsep-konsep kepemimpinannya. G.R.Terry mengemukakan 
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sejumlah teori kepemimpinan yaitu teori-teori sendiri ditambah dengan teori-teori 
dari penulis lain, sebagai berikut: 
1) Teori Otokratis 
Kepemimpinan menurut teori ini didasarkan atas perintah-perintah, 
paksaan, dan tindakan-tindakan yang arbitrar (sebagai wasit). Ia melakukan 
pengawasan yang ketat, agar semua pekerjaan berlangsung secara efisien. 
Kepemimpinan berorientasi pada struktur organisasi dan tugas-tugas. 
2) Teori psikologis 
Teori ini menyatakan bahwa seorang pemimpin adalah memunculkan dan 
mengembangkan sistem motivasi terbaik, untuk merangsang kesediaan bekerja 
dari para pengikut dan anak buah. Pemimpin merangsang bawahan agar mereka 
mau bekerja, guna mencapai sasaran organisatoris maupun untuk memenuhi 
tujuan-tujuan pribadi. 
3) Teori Sosiologis 
Kepemimpinan dianggap sebagai usaha-usaha untuk melancarkan antar-
relasi dalam organisasi dan sebagai usahha untuk menyelesaikan konflik 
organisator antar para pengikutnya, agar tercapai kerja sama yang baik. Pemimpin 
menetapkan tujuan-tujuan dengan menyertakan para pengikutnya dalam 
pengambilan keputusan terakhir. 
4) Teori Suportif 
Menurut teori ini, para pengikut harus berusaha sekuat mungkin dan 
bekerja dengan penuh gairah, sedangkan pemimpin akan membimbing dengan 
sebaik-baiknya melalui policy tertentu. Untuk maksud ini pemimpin menciptakan 
suatu lingkungan kerja yang menyenangkan, dan bisa membantu mempertebal 
keinginan setiap pengikutnya untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin. 
5) Teori Laissez Faire 
Kepemimpinan laissez faire  
sebenarnya tidak mampu mengurus dan dia menyerahkan semua tanggung jawab 
serta pekerjaan kepada bawahan atau kepada semua anggotanya. Dia adalah 
ak sebagai simbol. Dengan bermacam-macam hiasan 
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atau ornamen yang mentereng. Biasanya dia tidak memiliki dimungkinkan oleh 
sistem nepotisme atau lewat praktek penyuapan. 
6) Teori Kelakuan Pribadi 
Kepemimpinan jenis ini muncul berdasarkan kualitas-kualitas pribadi atau 
pola kelakuan para pemimpinnya. Teori ini menyatakan, bahwa seorang 
pemimpin itu selalu berkelakuan kurang lebih sama, yaitu ia tidak melakukan 
tindakan-tindakan yang identik sama dalam setiap situasi yang dihadapi. Dengan 
kata lain, dia harus mampu bersika
dan mempunyai daya lenting yang tinggi karena dia harus mampu mengambil 
langkah-langkah yang paling tepat untuk suatu masalah. 
7) Teori Sifat Orang-Orang Besar (Traits of Great Man) 
Teori ini menyatakan bahwa kualitas seorang pemimpin itu sudah dapat 
diramalkan berdasarkan sifat-sifat unggul dan kualitas superior serta unik yang 
ada pada diri seorang pemimpin. 
8) Teori Situasi 
Teori ini menjelaskan, bahwa harus terdapat daya lenting yang tinggi atau 
luwes pada pemiimpin untuk menyesuaikan diri terhadap tuntuan situasi, 
lingkungan sekitar dan zamannya. Masalah lingkungan menjadi tantangan utnuk 
diatasi karena pemimpin harus mampu menyelesaikan masalah-masalah aktual. 
Maka kepemimpinan harus bersifat multi dimensional serba bisa dan serba 
terampil, agar ia mampu melibatkan diri dan menyesuaikan diri terhadap 
masyarakat. 
9) Teori Humanistik/Populastik 
Fungsi kepemimpinan menurut teori ini adalah merealisir kebebasan 
manusia dan memenuhi segenap kebutuhan insani, yang dicapai melalui interaksi 
antara pemimpin dengan rakyat. Untuk melakukan hal ini perlu adanya organisasi 
dan pemimpin yang baik, yang mau dan memperhatikan kepentingan dan 
kebutuhan rakyat (Kartini Kartono, 2005: 71-79). 
e. Tipe Kepemimpinan 
Seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya mempunyai tipe yang 
berbeda. Menurut Wahjosumidjo (1987:99), tipe kepemimpinan ialah pola 
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perilaku yang ditampilkan oleh seorang pemimpin, pada saat pemimpin itu 
mencoba untuk mempengaruhi orang lain  sepanjang diamati oleh orang lain. 
Tipe kepemimpinan seseorang tidak hanya ditentukan dari pihak 
pemimpin itu sendiri, melainkan juga harus ditetapkan dari pihak bawahan atau 
yang dipimpin (Wahjosumidjo, 1987:101). 
Herbert Feith (1962: 113) menyebut pembagian tipe pemimpin di 
Indonesia. Menurut Feith, pada 1950-an terdapat dua tipe pemimpin di Indonesia 
yaitu administrators (ahli pemerintahan) dan solidarity makers (pemimpin 
massa).  
1) Tipe administrators (ahli pemerintahan) 
Kepemimpinan tipe administrator ini ialah kepemimpinan yang mampu 
menyelenggarakan administrasi yang efektif. Dalam tipe itu, kepemimpinan 
didefinisikan lebih sebagai kemampuan untuk menciptakan negara modern 
dengan segala perangkat teknis-administratifnya. Para pemimpinnya terdiri dari 
pribadi-pribadi yang mampu menggerakkan dinamika modernisasi dan 
pembangunan. Dengan demikian dapat dibangun sistem administrasi dan birokrasi 
yang efisien untuk memerintah, khususnya untuk memantapkan integritas bangsa 
dan usaha pembangunan pada umumnya. Dengan kepemimpinan administrator ini 
diharapkan adanya perkembangan teknis (teknologi, industri dan management 
modern) dan perkembangan sosial di tengah masyarakat (Kartini Kartono, 2005: 
85). 
Administrators adalah para ahli profesional yang tidak terlalu berpikir 
jauh, mereka bekerja berdasar kepada kondisi objektif yang dihadapi oleh bangsa 
Indonesia. Administrators memandang demokrasi bukan sekedar alat, melainkan 
juga tujuan itu sendiri (future orientation). Bagi administrators, sangat penting 
melembagakan pembagian kekuasaan yang jelas, misalnya pembentukan institusi 
parlemen, berjalankan checks and balances, supremasi hukum, dan masyarakat 
yang bebas, berserikat, bepergian, berusaha dan beragama.  
Administrators yang memiliki kemampuan teknis, administratif dan 
bahasa, dan bekerja bagi kebutuhan militer terutama dalam hal strategi dan 
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organisasi. Mereka juga dibutuhkan bagi negosiasi dengan Belanda dan mediator 
bagi pelbagai kelompok dan aktivitas publik yang lain. 
Tipe pemimpin administrator lebih suka bertindak daripada berbicara 
mencapai kejayaaan Indonesia. Mereka lebih banyak bekerja memecahkan 
persoalan lebih konkret dalam masyarakat. Aktivis gerakan sosial di NGO (non-
governmental organization) berada di tipe ini.  
Sang pemimpin dalam tipe administrator bukanlah seseorang yang 
menguasai retorika dan teknik-teknik persuasi. Walaupun memiliki kekuasaan 
politik yang amat besar, pemimpin sesungguhnya adalah seorang nonpolitisi par 
excellence (nonpolitisi unggulan), teknokrat, birokrat, jenderal. Keahliannya 
bukanlah dalam membujuk dan merayu masyarakat, tetapi dalam memecahkan 
masalah teknis, dengan duduk di belakang meja serta merealisasi wewenang 
birokratisnya. Jika ingin memobilisasi dukungan masyarakat luas, biasanya 
mereka melakukannya tidak dengan bujukan dan rayuan tetapi lebih bersandar 
pada kekuasaan politis-birokratis yang mereka miliki.  
Seorang pemimpin harus dapat membawa fungsi atau peranannya untuk 
menguasai, mengatur dan mengawasi agar tujuan kolektif dapat tercapai. Tipe 
administrator memiliki ciri yaitu mengutamakan pembangunan ekonomi 
kesejahteraan sosial dan organisasi negara pada umumnya.  
2) Tipe solidarity makers (pemimpin massa).  
Tipe solidarity maker adalah mereka yang memiliki keahlian menghimpun 
dan membakar gelora massa. Mereka pandai memberikan harapan yang muluk 
tentang masa depan Indonesia, tapi tidak memiliki kecakapan untuk 
mewujudkannya. 
Kelompok kedua ini terlibat dalam kepemimpinan yang berbasis pada 
otoritas kharismatik dan tradisional, propaganda politik, para guru dan pemimpin 
agama. Kelompok kedua berasal dari partai-partai politik, kelompok-kelompok 
dagang dan petani. 
Kelompok solidarity makers berpikir tentang masa depan Indonesia yang 
lebih utopis, yakni tentang kesejahteraan, keadilan, harmoni dan kekuasaan, yang 
kesemuanya itu dibingkai dalam kata revolusi. Soekarno, misalnya, berkali-kali 
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mempropagandakan cita-cita mesianis yang mungkin tercapai dalam revolusi. 
Dalam bayangan pemimpin model kedua ini, yang lebih penting dicapai adalah 
stabilitas politik dan kedaulatan negara, ketimbang pembangunan ekonomi. 
Pemimpin model kedua ini cenderung memandang demokrasi hanya sebagai alat 
untuk mencapai tujuan tertentu. 
Menurut Feith dalam http://majalah.tempo interaktif.com/id 
/arsip/2007/08/13/LU/mbm.20070813.LU124710.id.html, semakin lama 
Indonesia dikuasai oleh para pemimpin solidarity makers pengorganisasi massa 
yang pemikirannya sentimental dan kebijakan pemerintahannya tak rasional.  
Terkait dengan kepemimpinan, Mohammad Hatta dalam menjalankan 
pemerintahan cenderung kepada tipe kepemimpinan administrator. Hal ini tampak 
pada kewibawaan Mohammad Hatta dalam memimpin sehingga keputusannya 
membawa manfaat bagi rakyat Indonesia.  
Mohammad Hatta berkemampuan hukum, menguasai teknis pemerintahan, 
dan fasih berbahasa asing. Hatta merupakan seorang administrator yang ahli 
dalam penyelenggaraan negara namun tidak trampil dalam menghadapi massa. 
Jika ingin memobilisasi dukungan masyarakat luas, biasanya Hatta melakukannya 
tidak dengan bujukan dan rayuan tetapi lebih bersandar pada kekuasaan politis-
birokratis yang dimilikinya.  
Pemimpin politik yang ingin mendapat dukungan akan berdiri di 
persimpangan jalan. Mohammad Hatta dapat mendidik rakyatnya untuk terbuka 
kepada pemikiran alternatif dan nilai-nilai baru yang dibutuhkan dalam suatu 
negara modern. Mohammad Hatta juga bersikap akomodatif terhadap sikap dan 
perilaku tradisional agar lebih mudah dipahami oleh rakyatnya dan cepat 
mendapat dukungan mereka. Hatta menempuh pendidikan dalam waktu yang 
lama.  Hal ini karena beliau juga memperoleh pendidikannya di Belanda yang 
menyebabkannya menjadi lebih bersimpati terhadap nilai-nilai budaya Barat.  
Mohammad Hatta menekankan pada pentingnya pendidikan, Hal tersebut 
beliau lakukan untuk mempersiapkan sejumlah kader terpelajar yang cukup 
pengetahuan untuk mengambil alih posisi-posisi dalam administrasi 
pemerintahan, apabila posisi-posisi itu ditinggalkan oleh para birokrat kolonial. 
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Orientasi terpokok ialah bahwa negara yang merdeka, pemerintah yang mengatur 
negara, birokrasi yang melaksanakan pemerintahan, serta rakyat yang diperintah, 
semuanya berpegang pada satu pedoman yang sama, yaitu hukum yang 
diwujudkan dalam konstitusi (http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2007 
/08/13/LU/mbm.20070813.LU124718.id.html).  
Mohammad Hatta sangat mengutamakan pembangunan ekonomi demi 
kesejahteraan rakyat serta tidak menolak tenaga dan modal asing. Oleh karena itu, 
-pemikiran 
ekonominya yang pro-kerakyatan (Salman Alfarizi, 2009: 118).  
 
3. Sistem Pemerintahan  
Daud Busro, seperti yang dikutip oleh S. Pamudji (1992:10) 
mendefinisikan sistem pemerintahan sebagai keseluruhan dari susunan atau 
tatanan yang teratur dari lembaga-lembaga negara yang berkaitan satu dengan 
yang lainnya, baik langsung maupun tidak langsung menurut rencana atau pola 
untuk mencapai tujuan negara tersebut. Komponen-komponen dari sistem 
pemerintahan adalah legislatif, eksekutif dan yudikatif yang masing-masing 
mempunyai fungsi sendiri-sendiri. 
Sistem pemerintahan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua yaitu sistem 
pemerintahan presidensiil dan sistem pemerintahan parlementer. Sistem 
presidensiil merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan 
eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif. Ciri-ciri 
pemerintahan presidensiil yaitu dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala 
pemerintahan sekaligus kepala negara. Dalam sistem pemerintahan presidensiil, 
kedudukan eksekutif tidak tergantung kepada badan perwakilan rakyat. Adapun 
dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. 
Sebagai kepala negara, seorang presiden menunjuk pembantu-pembantunya yang 
akan memimpin departemen masing-masing. Menteri bertanggung jawab kepada 
presiden, karena pembentukan kabinet itu tidak tergantung dari perwakilan rakyat 
atau tidak memerlukan dukungan kepercayaan dari badan-badan perwakilan 
rakyat tersebut, maka menteripun tidak dapat diberhentikan olehnya. 
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Pada sistem pemerintahan parlementer, hubungan antara eksekutif dan 
badan perwakilan sangat erat. Hal ini dikarenakan adanya pertanggungjawaban 
para menteri terhadap parlemen maka setiap kabinet yang dibentuk harus 
memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen, yang 
berarti bahwa kebijakan kabinet tidak boleh menyimpang dari yang dikehendaki 
oleh parlemen. 
Badan eksekutif dalam sistem parlementer adalah kabinet yang terdiri dari 
perdana menteri dan para menteri. Menteri bertanggung jawab sendiri atau 
bersama-sama kepada parlemen. Kesalahan yang dilakukan oleh kabinet tidak 
dapat melibatkan kepala negara. Pertanggungjawaban menteri kepada parlemen 
tersebut dapat mengakibatkan kabinet meletakkan jabatan dan mengembalikan 
mandat kepada kepala negara, manakala parlemen tidak mempercayai kabinet 
lagi.  
Dalam prakteknya terdapat perbedaan cara penunjukan formatur kabinet 
yang akan menyusun kabinet dalam sistem dua partai, partai politik yang 
memenangkan pemilihan umum sekaligus ditunjuk sebagai formatur kabinet dan 
langsung menjadi perdana menteri. Dalam sistem banyak partai, bila dalam 
parlemen tidak satupun dari partai politik yang mampu menguasai kursi secara 
mayoritas, maka pembentukan kabinet sering tidak lancar. Kepala negara 
menunjuk tokoh partai politik untuk menjadi formatur. Dalam melaksanakan 
tugasnya, formatur harus selalu mengingat perimbangan kekuatan di parlemen, 
sehingga setiap kali kabinet di bentuk merupakan kabinet koalisi yaitu gabungan 
dari berbagai partai politik. 
Sistem pemerintahan parlementer mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 
1) Presiden sebagai kepala negara, tidak bertanggung jawab atas segala 
kebijakan yang diambil oleh kabinet. 
2) Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. Eksekutif ini adalah kabinet, 
kabinet harus meletakkan mandatnya kepada kepala negara manakala 
parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya kepada menteri tertentu atau 
seluruh menteri. 
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3) Dalam sistem dua partai, yang ditunjuk sebagai pembentuk kabinet dan 
sekaligus sebagai perdana menteri adalah ketua partai politik yang 
memenangkan pemilihan umum sedangkan partai politk yang kalah 
menjadi oposisi. 
4) Dalam sistem banyak partai, formatur kabinet harus mendapat dukungan 
dari parlemen. 
5) Apabila terjadi perselisihan antara kabinet dengan parlemen dan kepala 
negara beranggapan kabinet berada di pihak yang salah, maka kepala 
negara akan membubarkan kabinet. Menjadi tugas kabinet untuk 
melaksanakan pemilihan umum dalam tempo tiga puluh hari setelah 
pembubaran kabinet tersebut. Sebagai akibatya apabila partai politik yang 
menguasai parlemen menang dalam pemilihan tersebut maka kabinet akan 
terus memerintah 
Dalam negara yang menganut sistem parlementer, kekuasaan kehakiman 
secara prinsipil t idak digantungkan kepada lembaga legislatif dan lembaga 
eksekutif, karena tugasnya yang khusus serta untuk mencegah jangan sampai 
lembaga ini dipengaruhi oleh lembaga-lembaga lainnya agar dapat melaksanakan 
tugasnya dengan tidak berat sebelah.  
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B. Kerangka Berpikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
Sistem pemerintahan parlementer yaitu suatu bentuk sistem politik dan 
pemerintahan yang bersendikan pada asas-asas liberalisme yang ada dan 
berkembang di Eropa dan Amerika Serikat. Di Indonesia, sistem pemerintahan 
parlementer berlangsung sejak 27 Desember 1949 sampai saat dikeluarkannya 
Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada saat ini pergantian kabinet dilatarbelakangi oleh 
perbedaaan tajam antara partai pemerintah dan partai oposisi. Bahkan terjadi 
partai pemerintah menjatuhkan kabinetnya sendiri. 
 Akibatnya banyak program-program kabinet yang tidak dapat 
diselesaikan, sehingga mendorong ketidakstabilan politik. Untuk mengatasi 
keadaan ini, pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 
yang salah satu isi pokoknya tentang berlakunya kembali UUD 1945 dalam 
kerangka Demokrasi Terpimpin. 
 
Latar Belakang: 
- Keluarga 
- Pendidikan 
- Pengalaman Organisasi 
Perjuangan Moh. Hatta 
Sistem 
Pemerintahan 
Parlementer 
Politik Moh. Hatta 
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Latar belakang pengetahuan Moh. Hatta yang luas dan mendalam tentang 
perekonomian, serta pemahamannya tentang seluk beluk soal-soal ketatanegaraan 
yang cukup mumpuni itulah, yang mempengaruhi peranan Mohammad Hatta, baik 
dalam proses penyusunan Undang-Undang Dasar pada tahun 1945, dalam 
penyusunan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949, maupun dalam 
penyusunan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Tokoh yang berpuluh 
tahun berada dalam pusaran kekuasaan Indonesia ini memiliki dasar keislaman 
yang sangat kuat. 
Selain dikenal sebagai proklamator, juga pejuang pergerakan dan pemikir 
yang visioner, Mohammad Hatta dipandang banyak kalangan sebagai peletak 
konsep keadilan, keterbukaan, dan demokrasi. Pemikiran yang paling monumental 
adalah pentingnya membangun demokrasi ekonomi kerakyatan, dan menemukan 
bentuknya yang ideal dalam Koperasi. Hatta kemudian dikenal sebagai Bapak 
Koperasi Indonesia.  
Dalam hal bentuk negara, pemikiran Hatta tercermin pada keinginannya 
memberikan otonomi luas pada daerah-daerah. Pada awalnya Hatta kurang 
menyetujui bentuk negara kesatuan mengingat komposisi daerah Indonesia yang 
memiliki keberagaman penduduk dan kebudayaan. Bentuk negara kesatuan 
akhirnya disetujuinya dengan pengertian bahwa negara kesatuan tersebut disertai 
otonomi luas untuk daerah-daerah. 
Hatta menolak konsepsi demokrasi terpimpinnya Sukarno. Hatta 
berpendapat bahwa demokrasi sosial merupakan jembatan atas kemutlakan 
demokrasi politik di satu pihak dan demokrasi ekonomi di pihak lain. Pernyataan 
Hatta sendiri: di sebelah demokrasi politik berlakulah demokrasi ekonomi.  
Paham demokrasi sosialnya Hatta merupakan sintesis antara demokrasi 
ekonomi dan demokrasi politik. Arti sintesis adalah bahwa unsur-unsur demokrasi 
sosialnya Hatta mengandung nilai demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. 
Hatta antara lain menunjuk perwujudan demokrasi sosial di bidang politik pada 
asas kedaulatan rakyat dan asas otonomi daerah, sedang perwujudan demokrasi 
sosial di bidang ekonomi tampak dalam asas koperasi dan asas penyelenggaraan 
sistem perekonomian negara di mana sektor-sektor kepemilikan yang akan 
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membawa kemakmuran seluruh masyarakat harus dikuasai dan dikontrol oleh 
negara. 
Paham demokrasi sosialnya Hatta merupakan paham sosialisme 
religiusnya. Artinya konsepsi sosialismenya Hatta tidak berciri khusus marxis, 
tetapi marxisme hanya digunakan Hatta sebagai alat analisis untuk melihat sejarah 
bangsanya yang pernah dijajah ratusan tahun. Sosialisme Hatta menolak 
kapitalisme dalam arti yang sangat kasar, yakni kapitalisme yang hanya 
menguntungkan kelas penjajah dan kelas bermodal. Sedang unsur-unsur kolektif 
dalam masyarakat Indonesia dan ajaran Islam turut serta mempengaruhi gagasan 
sosialisme religiusnya. 
Pemikiran Muhammad Hatta bahwa keadilan dalam negara yang bersifat 
demokratis dan menjadikan masyarakat tampa diskriminasi menjadi ide dasar 
dalam pemikiran dan perjuangan tentang kenegaraan, maka negara adalah negara 
pengurus berbentuk Republik bersendikan rakyat dengan sistem desentralisasi, 
dengan otonomi daerah yang diperluas. Muhammad Hatta sering sekali 
dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang berlawanan dengan ide dasar yang 
dimiliki, kegagalannya berperan dalam sistem sosialisme merupakan kegagalan 
dari seorang tokoh yang memiliki ide yang berhadapan dengan situasi politik saat 
ini. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN  
 
A. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
 Penelitian yang dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi berjudul 
Sistem Pemerintahan 
Parlementer (1948- cara studi pustaka yaitu 
melakukan pengumpulan data tertulis dengan membaca buku-buku literatur, kisah 
sejarah dan bentuk pustaka lainnya. Untuk memperoleh data  data yang 
diperlukan dalam penelitian ini, penulis banyak mengunjungi dan memanfaatkan 
beberapa perpustakaan. Perpustakaan yang digunakan sebagai tempat mencari 
data dalam penelitian ini yaitu: 
a. Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan  Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
c. Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
d. Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Yogyakarta. 
e. Perpustakaan Pusat Universitas Gajah Mada Yogyakarta. 
f. Library Center D.I.Yogyakarta  
g. Monumen Pers Surakarta. 
 
2. Waktu Penelitian 
Waktu yang digunakan untuk penelitian skripsi ini adalah sejak disetujui 
proposal sampai dengan penyusunan laporan hasil penelitian yaitu bulan Maret 
2010 sampai Maret 2011.  
 
B. Metode Penelitian 
 Menurut Koentjaraningrat  
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yaitu methodos 
ilmiah, maka metode dalam penelitian ini menggunakan metode historis. 
Alasannya karena cara kerjanya yang sistematis yang mengacu pada aturan baku 
yang sesuai dengan permasalahan ilmuan yang bersangkuan dan hasilnya dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Louis Gottschalk (1975: 11) berpendapat 
aturan atau langkah metode sejarah menurut Nugroho Notosusanto (1978:28) 
penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk 
mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan 
mengajukan sintesis dari hasil  
pelaksanaan teknis tentang bahan kritik, interpretas  
 Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metode historis 
adalah cara kerja sistematis untuk menyelidiki peristiwa-peristiwa masa lampau 
secara kritis, teliti, dan teratur berdasarkan data yang diperoleh sehingga 
menghasilkan suatu cerita sejarah yang objektif, ilmiah dan menarik. Langkah - 
langkah kegiatan yang dilakukan yaitu mengumpulkan, mengkaji dan 
menganalisis secara kritis bahan-bahan yang sesuai dengan tema yang akan 
ditulis, kemudian menyusunnya menjadi suatu cerita sejarah. 
  
C. Sumber Data 
 Sumber data dalam penelitian sejarah adalah segala sesuatu yang dapat 
digunakan sebagai bahan penelitian atau penceritaaan kembali peristiwa sejarah. 
Sumber data tersebut berisi peristiwa  peristiwa masa lampau yang berupa 
kegiatan tertentu manusia yang berpengaruh dalam kegiatan manusia. Sumber 
data dalam penelitian sejarah dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu (1) 
sumber tertulis yang mempunyai fungsi mutlak dalam penelitian sejarah, (2) 
sumber lisan yaitu sumber tradisional sejarah dalam pengertian luas (3) sumber 
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visual atau benda yaitu semua warisan yang berbentuk atau berwujud (Sidi 
Gazalba. 1981: 105). 
  Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis. 
Menurut Louis Gottschalk (1975:59) sumber tertulis dapat dikategorikan menjadi 
8 jenis  yaitu: (1) rekaman sejarah meliputi instruksi, rekaman stenografis dan 
fenografis, surat-surat niaga dan hukum, buku-buku catatan dan memori pribadi; 
(2) laporan konfidensial meliputi berita-berita resmi militer dan diplomatik, jurnal 
atau buku harian dan surat  surat pribadi ; (3) laporan umum meliputi surat  
surat kabar, memoir dan otobiorafi, sejarah resmi dan diotorisasi; (4) 
questionnaire tertulis tentang informasi dan opini; (5) dokumen  dokumen 
pemerintah meliputi laporan badan pemerintah, undang  undang dan peraturan  
peraturan; (6) pernyataan opini meliputi tajuk rencana, esei, pidato, brosur, surat 
kepada redaksi, dan sebagainya; (7) fiksi meliputi nyanyian dan puisi; (8) cerita 
rakyat atau folklore meliputi nama-nama tempat, pepatah dan peribahasa.  
 Berdasarkan bentuknya sumber tertulis dapat dibedakan menjadi dua yaitu 
sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian daripada 
seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indera yang 
lain, atau alat mekanis seperti dekafon yaitu orang atau alat yang hadir pada 
peristiwa peristiwa yang diceritakannya, sedangkan sumber sekunder merupakan 
kesaksian dari siapapun yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya. 
 Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis berupa 
sumber primer dan sumber sekunder yang ada kaitannya dengan tema yang 
dibahas. Sumber primer yang digunakan adalah surat kabar yaitu harian Merdeka  
dan Harian Umum tahun 1948- 1956. Sumber sekunder berupa buku  buku atau 
literatur yang berkaitan dengan Perjuangan Politik Mohammad Hatta Pada Masa 
Sistem Pemerintahan Parlementer (1948-1956).  
 Adapun sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 
(1) Bung Hatta Menjawab karangan Mohammad Hatta dan Z. Yasni; (2) 
Demokrasi Kita karangan Mohammad Hatta;  (3) Bung Hatta Mengabdi Pada 
Cita-Cita Perjuangan Bangsa karangan Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung 
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Hatta ke 70; (4) Mohammad Hatta: Biografi Singkat (1902- 1980) karangan 
Salman Alfarizi; (5) Indonesia Free, A Political Biography of Mohammad Hatta 
karangan Mavis Ros; (6) Mohammad Hatta Kumpulan Pidato Dari Tahun 1942-
1949 karangan I Wangsa Widjaja dan Meutia F. Swasono; (7) Mohammad Hatta 
Kumpulan Pidato II (Dari Tahun 1951-1979) karangan I Wangsa Widjaja. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian historis merupakan salah satu 
langkah yang penting. Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian 
ini, maka dalam pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka. Teknik 
kepustakaan yaitu melakukan pengumpulan data tertulis dengan membaca buku-
buku literatur, kisah sejarah dan bentuk pustaka lainnya. Studi pustaka ini 
dilakukan untuk menggali teori-teori yang telah ada agar memperoleh orientasi 
yang luas dalam permasalahan, guna mendapatkan sumber data yang mendukung 
dalam penelitian ini. 
 Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan katalog masalah yaitu 
dengan pengumpulan buku-buku literatur yang dianggap penting dan relevan 
dengan penelitian. Buku atau data yang telah terkumpul kemudian diteliti dan 
disesuaikan dengan tema penelitian. Selain itu juga membaca dan mencatat 
ataupun menyatakan hal  hal penting terkait dengan tema penelitian. Untuk 
memperoleh data  data dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi tentang 
sumber  sumber primer dan sekunder yang berupa buku  buku, majalah, serta 
artikel yang tersimpan di perpustakaan dan internet.  
 Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan sebagai 
berikut: 
1. Pencarian sumber data dilakukan berdasarkan pada sumber masalah yang ada 
sehingga sumber terutama buku dicari disesuaikan dengan obyek masalah 
yang berhubungan dengan tema penelitian. 
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2. Membaca, mencatat, meminjam dan memfotokopi buku  buku, majalah serta 
artike
Perjuangan Politik Mohammad Hatta Pada Masa Demokrasi Parlementer 
(1950  1956). 
3. Memfotokopi dan mencatat sumber primer maupun sekunder yang tidak 
mungkin dipinjam terutama sumber  sumber yang diperoleh di Monumen 
Pers.  
 
E. Teknik Analisis Data  
 Teknik analisis data yang digunakan untuk memeriksa dan menganalisis 
data sehingga akan menghasilkan data yang benar  benar dapat dipercaya. 
Penelitian sejarah adalah penelitian yang mengandalkan pada kemampuan 
pelakunya dalam mengadakan interpretasi terhadap sumber yang dianalisis. 
Analisis historis dapat disebut analisis yang mengutamakan ketajaman interpretasi 
sejarah atau analisis yang memiliki kekuatan pada interpretasi sejarah. Interpretasi 
dilakukan karena fakta sejarah tidak dapat berdiri sendiri sehingga memerlukan 
kemampuan kemampuan khusus untuk memberikan interpretasi. Menurut Helius 
Sjamsudin (1996: 89), teknik analisa data historis adalah analisis data sejarah 
yang menggunakan kritik sumber sebagai metode untuk sumber  sumber yang 
digunakan dalam penelitian sejarah. 
 Fakta merupakan bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dalam 
penelitian sejarah, karena fakta merupakan bahan utama yang dijadikan sumber 
utama yang dijadikan sumber oleh sejarawan untuk menyusun historiografi atau 
cerita sejarah. Fakta tersebut merupakan hasil dari pemikiran para sejarawan 
sehingga fakta-fakta yang terkumpul mengandung subjektivitas. Oleh karena itu 
dalam menganalisis diperlukan konsep seperti penyeleksian, pengidentifikasian, 
dan pengklasifikasian (Sartono Kartodirdjo, 1992: 92). Peneliti harus 
menghilangkan unsur subjektif yang disebabkan oleh keanekaragaman data yang 
diperoleh dari berbagai buku atau sumber lain melalui analisis terhadap sumber 
yang satu dengan sumber yang lain (interpretasi). 
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 Interpretasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan data guna 
menyingkap peristiwa-peristiwa mana yang terjadi dalam waktu yang sama 
(Dudung Abdurrahman, 1999:65). Interpretasi data sejarah dilaksanakan dengan 
cara melaksanakan pengumpulan terhadap berbagai materi atau data yang sesuai 
dengan tema penelitian ini. Dari data yang telah terkumpul tersebut kemudian 
dilaksanakan kritik sumber dengan cara membandingkan data yang satu dengan 
yang lain untuk mendapatkan data yang seobjektif mungkin. Menganalisis 
penulisan sejarah dibutuhkan kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern 
merupakan kritik yang berkenaan dengan isi pernyataan yang diucapkan manusia 
pada masa lampau, sedangkan kritik ekstern merupakan kritik tentang keadaan 
sumber yang berkenaan dengan keauntetikan sumber sejarah. 
Setelah dianalisis, maka kemudian ditemukan fakta. Fakta-fakta tersebut 
kemudian  ditafsirkan, diberi makna dan ditemukan arti yang sebenarnya sehingga 
dapat dipahami makna tersebut sesuai dengan pemikiran yang relevan, logis dan 
berdasarkan objek penelitian yang dikaji. Dengan demikian dari kegiatan kritik 
sumber dan interpretasi tersebut dihasilkan fakta sejarah. 
 
F. Prosedur Penelitian 
  Hasil yang optimal dapat diperoleh apabila melalui prosedur penelitian 
yang benar. Prosedur penelitian merupakan tata urutan yang harus dilalui dalam 
melaksanakan sebuah penelitian dari persiapan sampai penulisan hasil penelitian. 
Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah penelitian, mulai dari 
pengumpulan data hingga penulisan hasil penelitian. Menurut Louis Gottschalk 
(1986:17), prosedur penelitian dalam metode sejarah terdiri dari empat kegiatan 
yaitu mengumpulkan jejak  jejak masa lampau atau heuristik, meneliti jejak masa 
lampau tersebut atau kritik, menafsirkan peristiwa masa lampau atau interpretasi 
dan menyampaikan hasil rekonstruksi masa lampau menjadi kisah sejarah atau 
historiografi. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode historis yang 
meliputi empat tahap seperti pada skema di bawah ini : 
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Keterangan: 
1. Heuristik 
 Heuristik merupakan kegiatan mengumpulkan jejak  jejak peristiwa masa 
lampau sebagai peristiwa sejarah melalui sumber primer dan sumber sekunder 
yang relevan dengan penelitian. Sumber sejarah disini dapat dibedakan menjadi 
tiga yaitu: (1) sumber tertulis, misalnya dokumen  dokumen atau arsip, (2) 
Sumber benda, misalnya senjata, bangunan (masjid kuno), perkakas; (3) sumber 
lisan, misalnya hasil dari suatu wawancara para pelaku sejarah atau saksi mata 
sejarah. Dalam penulisan ini, menggunakan sumber tertulis yang berupa buku  
buku, surat kabar, majalah sebagai studi pustaka. 
 Dalam penelitian ini, penulis berusaha mencari dan menemukan data yang 
relevan melalui teknik telaah pustaka. Tempat yang banyak ditemukan sumber 
adalah perpustakaaan perpustakaan seperti perpustakaan prodi sejarah FKIP 
UNS, perpustakaan FKIP UNS, perpustakaan pusat UNS, perpustakaan pusat 
UGM, perpustakaan Monumen Pers Surakarta.   
 
2. Kritik 
 Setelah terkumpul, tahap berikutnya yaitu langkah verifikasi atau kritik 
guna memperoleh keabsahan sumber. Keabsahan sumber dicari melalui pengujian  
mengenai kebenaran atau ketetapan (keakuratan) sumber data yang diperoleh 
(Helius Syamsudin, 1994:28). Dalam sejarah cara tersebut dilakukan melalui 
proses kritik sumber yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern adalah 
Kritik Interpretasi Historiografi Heuristik 
Fakta Sejarah 
34 
 
kritik terhadap keaslian sumber itu dilakukan dengan meneliti bahan yang dipakai 
(bentuk fisik dari sumber tersebut), jenis, tulisan, gaya bahasa dan sebagainya 
(Sartono Kartodirjo, 1992: 16). Sedangkan kritik intern digunakan untuk menguji 
kredibilitas sumber apakah isi, fakta, atau ceritanya dapat dipercaya dan dapat 
memberikan informasi yang dibutuhkan. 
 Langkah pertama yang dilakukan pada tahap kritik ini adalah dengan 
melakukan kritik ekstern pada sumber yang telah terkumpul. Pada tahap ini 
penulis melakukan penyelidikan pada bentuk sumber sehingga penulis dapat 
menarik kesimpulan apakah sumber itu dapat dipercaya atau tidak. Maka dari itu 
dalam melakukan kritik ekstern, penulis juga memperhatikan tanggal, bulan dan 
tahun pembuatan sumber tersebut serta siapa pelakunya. Setelah melakukan kritik 
ekstern tersebut langkah berikutnya adalah melakukan kritik intern untuk dapat 
memastikan kebenaran isi sumber yang diperoleh penulis yang dapat ditempuh 
dengan membandingkan satu sumber sejarah dengan sumber yang lain. Hasil dari 
kritik sumber adalah fakta yang merupakan unsur-unsur bagi penyusunan atau 
rekonstruksi sejarah. Setelah dilakukan kritik sumber maka langkah selanjutnya 
adalah melakukan interpretasi. 
Dalam penelitian ini kritik intern dilakukan dengan membandingkan isi 
sumber satu dengan isi sumber yang lain (surat kabar dan buku), apakah sumber-
sumber tersebut telah sesuai dengan fakta yang ada, dan apakah sumber tersebut 
sesuai dengan tema penelitian atau tidak. Kritik ekstern berkaitan dengan sumber 
data, apakah sumber data yang dipakai dalam penelitian otentik atau tidak. Dalam 
penelitian ini kritik ekstern dilakukan dengan melihat tanggal, bulan, tahun 
pembuatan dan ejaan pada sumber tersebut.  
 
3. Interpretasi 
 Setelah melakukan kritik maka tahap berikutnya adalah interpretasi atau 
penafsiran. Interpretasi merupakan kegiatan menafsirkan dan menetapkan makna 
serta hubungan dari fakra-fakta yang ada. Interpretasi dapat diukur kebenarannya 
jika interpretasi tersebut didasarkan pada obyektivitas yang cukup besar dengan 
mengurangi unsur subyekvitas seminimal mungkin. 
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 Menurut Nugroho Notosusanto (1978 : 40), interpretasi adalah suatu usaha 
menafsirkan dan menetapkan makna serta hubungan dari fakta-fakta yang ada, 
kemudian dilakukan perbandingan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain, 
sehingga terbentuk rangkaian yang selaras dan logis. Sedangkan interpretasi atau 
analisis historis menurut Berkhofer yang dikutip oleh Dudung Abdurrahman 
(1999 : 64) bertujuan untuk melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh 
dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta 
itu ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh, sehingga dapat dikatakan 
sebagai suatu bentuk analisa. 
 Interpretasi atau penafsiran sumber sejarah sering disebut juga dengan 
analisis sejarah. Setelah data terseleksi dan memenuhi syarat kevaliditasannya, 
maka langkah selanjutnya yaitu interpretasi data. Interpretasi data dilakukan 
dengan menafsirkan, memberikan makna dari fakta yang diperoleh serta 
menghubungkannya diantara sumber satu dengan sumber yang lainnya yang 
dikaitkan dengan teori maupun konsep yang mendukungnya sehingga muncul 
fakta sejarah. 
 Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan penulis adalah membaca 
buku-buku yang berisi tentang peristiwa yang berkaitan dengan penelitian. 
Kemudian penulis mencari faktor-faktor untuk dianalisis mengenai peristiwa yang 
terjadi. Setelah itu penulis membandingkan hasilnya dari satu sumber dengan 
sumber lainnya sehingga penulis dapat memilih fakta-fakta yang relevan dan 
menyingkirkan fakta-fakta yang tidak relevan. Kemudian yang terakhir penulis 
menyimpulkan dan menafsirkan semua hasil data yang telah dibuat untuk 
dihubungkan antara sumber yang satu dengan yang lainnya sehingga menjadi satu 
kesatuan yang utuh dan menyeluruh menjadi suatu fakta sejarah.    
 
4. Historiografi 
Tahap terakhir dalam metode sejarah adalah historiografi. Historiografi adalah 
kegiatan menyusun fakta-fakta sejarah dalam bentuk penulisan sejarah 
berdasarkan bukti-bukti berupa sumber-sumber data sejarah yang telah 
dikumpulkan, dikritik dan diinterpretasi.  
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Penulisan penelitian sejarah seharusnya memberikan gambaran yang 
jelas mengenai proses penelitian, sejak dari awal (fase perencanaan) sampai 
dengan akhirnya (penarikan kesimpulan). Diantara syarat umum yang harus 
diperhatikan peneliti dalam pemaparan sejarah menurut Husaini Usman dalam 
Dudung Abdurrahman (1999: 67-68) adalah: 
a. Dapat dipahami secara jelas; tidak menggunakan bahasa sastra murni yang 
cenderung membuat kelebihan-kelebihan tulisannya; dan data dipaparkan 
seperti yang dipahami oleh peneliti dan dengan gaya bahasa yang khas. 
b. Terpenuhinya kesatuan sejarah, yakni suatu penulisan sejarah itu disadari 
sebagai bagian dari sejarah yang lebih umum, karena didahului oleh masa dan 
diikuti oleh masa pula. Dengan perkataan lain, penulisan itu ditempatkan 
sesuai dengan perjalanan sejarah. 
c. Menjelaskan apa yang ditemukan oleh peneliti dengan menyajikan bukti-
buktinya dan membuat garis-garis umum yang akan diikuti secara jelas oleh 
pemikiran pembaca. Dalam hal ini perlu dibuat pola penulisan atau sistematika 
penyusunan dan pembahasan. 
d. Keseluruhan pemaparan sejarah harus argumentatif, artinya usaha peneliti 
dalam mengerahkan ide-idenya dalam merekonstruksikan masa lampau itu 
didasarkan atas bukti-bukti terseleksi, bukti yang cukup lengkap dan detail 
fakta yang akurat. 
 Sejarawan memasuki tahap menulis, maka sejarawan mengerahkan 
seluruh daya pikirannya, bukan saja keterampilan teknis penggunaan kutipan-
kutipan dan catatan-catatan, tetapi yang terutama penggunaan pikiran-pikiran 
kritis dan analisisnya karena pada akhirnya sejarawan harus menghasilkan suatu 
sintesis dari seluruh hasil penelitian dan penemuannya secara utuh yang disebut 
historiografi (Helius Sjamsuddin, 1996: 256). Historiografi merupakan langkah 
terakhir dalam metodologi atau prosedur penelitian historis. Historiografi 
merupakan karya sejarah dari hasil penelitian, dipaparkan dengan bahasa ilmiah 
dengan seni yang khas, menjelaskan apa yang ditemukan, beserta argumentasinya 
secara sistematis. 
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Dalam penelitian ini historiografi diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah 
Perjuangan Politik Mohammad Hatta Pada Sistem 
Masa Pemerintahan Parlementer (1948-1956)  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Riwayat Hidup Mohammad Hatta 
1. Keluarga 
Mohammad Hatta atau lebih dikenal dengan sebutan bung Hatta lahir di 
Bukittinggi, pada tanggal 12 Agustus 1902. Nama yang diberikan oleh orang 
tuanya ketika dilahirkan adalah Muhammad Athar. Sayang sekali sang ayah hanya 
bisa mendampingi Hatta kecil hingga berusia 8 bulan.(Mohammad Hatta, 1971: 
xvii) 
Silsilah genealogis Hatta adalah kombinasi dari keluarga pengusaha dari 
pihak Ibu dan ulama pesantren ditilik dari pihak ayah. Ilyas Bagindo Marah, 
Kakek Hatta dari pihak Ibu, adalah pengusaha jasa pengiriman dan beberapa unit 
usaha lain. Dari pihak ayah, Hatta adalah titisan salah seorang Ulama agung di 
Sumbar. Ayah Hatta adalah putra Datuk Syeikh Abdurrahman, ulama mumpuni 
yang diakui kealimannya oleh rakyat Sumatera. Sayang, Hatta tidak sempat 
menjumpainya karena Abdurrahman meninggal tiga tahun sebelum Hatta lahir. 
Datuk Abdurrahman pun seorang pengembara intelektual. 
Wakil Presiden pertama itu baru menikahi Rahmi Rahim, mojang 
Bandung berusia 19 tahun, tepat setahun setelah Indonesia merdeka, saat usianya 
menginjak 43 tahun. Sebagai wakil presiden, ia menghelat pernikahannya secara 
sederhana dengan mas kawin buku Alam Pikiran Yunani, hasil olah penanya yang 
tidak cukup bernilai ekonomis, namun berbobot kasih sayang tulus karena buku 
adalah salah satu karya kebanggaan Hatta dan benda yang ia cintai.  
 
2. Pendidikan 
Mohammad Hatta lahir dari keluarga ulama Minangkabau, Sumatra Barat. 
M.C Ricklefs (1999: 257-258) mencatat, Minangkabau sudah menjadi pusat 
pembaruan agama, sosial dan politik sejak akhir abad -18, suatu fenomena yang 
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harus dihadapi kolonialisme Belanda ketika pertama kali memasuki daerah 
Minangkabau di awal abad ke-19.  
Mohammad Hatta menempuh pendidikan Sekolah Melayu, Bukittinggi.  
Hatta bersekolah di sekolah-sekolah belanda pada masa kolonial yang tidak semua 
anak Indonesia dapat memasukinya. Karena prestasinya, pada tahun 1913-1916 
beliau melanjutkan Europeesche Lagere School (ELS) di Padang. ELS yaitu 
sekolah anak-anak Eropa. Saat usia 13 tahun, sebenarnya Hatta masuk ke HBS 
(setingkat SMA) di Batavia (kini Jakarta), namun ibunya menginginkan tetap di 
Padang dahulu, mengingat usianya yang masih muda. Akhirnya Hatta studi ke 
MULO di Padang, baru kemudian pada tahun 1919 Hatta pergi ke Batavia HBS. 
Beliau menyelesaikan studinya dengan hasil sangat baik. Setelah lulus bersekolah 
di Indonesia, Hatta ditawari pekerjaan di birokrasi oleh pemerintah kolonial 
belanda, tetapi Hatta menolaknya dan lebih memilih melanjutkan studinya di 
Negeri Belanda. Pada tahun 1921, Hatta pergi ke Rotterdam, Belanda untuk 
belajar ilmu perdagangan/bisnis di Nederland Handelshogeschool (bahasa inggris: 
Rotterdam School of Commerce, kini menjadi Erasmus Universiteit). kemudian 
tinggal selama 11 tahun disana. 
Saat masih di sekolah menengah di Padang, Hatta telah aktif di organisasi 
yaitu menjadi bendahara pada organisasi Jong Sumatranen Bond cabang Padang. 
Saat berusia 15 tahun, Hatta merintis karir sebagai aktivis organisasi, sebagai 
bendahara Sumatranen Bond Cabang Padang. Kesadaran politik Hatta makin 
berkembang karena menghadiri ceramah-ceramah atau pertemuan-pertemuan 
politik. Salah seorang tokoh menjadi idola Hatta ketika itu ialah Abdul Moeis. 
Pada usia 17 tahun, Hatta lulus dari sekolah tingkat menengah (MULO). 
Lantas berangkat untuk melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Dagang Prins 
Hendrik School. Di Batavia, Jong Sumatranen Bond Pusat, juga sebagai 
Bendahara. 
Hatta mulai menetap di Belanda semenjak September 1921. Hatta segera 
bergabung dalam Hindia (Indische Vereeniging) . Saat itu, telah tersedia iklim 
pergerakan di Indische Sebelumnya, Indische Vereeniging yang berdiri pada 1908  
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tidak lebih dari ajang pertemuan tanah air. Atmosfer pergerakan mulai mewarnai 
Indische Vereeniging semenjak tibanya Indische Partij (Suwardi Suryaningrat, 
Douwes Dekker, dan Tjipto Mangunkusumo) 1913 sebagai eksterniran akibat 
kritik Indische Partij lewat tulisan di koran De Expres. 
Pada tanggal 27 November 1956, Bung Hatta memperoleh gelar 
kehormatan akademis Honoris Causa dalam Ilmu Hukum dari Universitas Gadjah 
Mada di Yogyakarta. Pada kesempatan itu, Bung Hatta mengucapkan pidato 
http://74.125.153.132/ 
search?q=cache:VuoBjO9OgZwJ:id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Hatta+politi
k+mohammad+hatta cd =1&hl=id&ct=clnk&gl=id) 
 
3. Organisasi 
Kemampuan dalam berorganisasi sudah begitu melekat dalam diri pemuda 
Hatta sejak awal. Itu dibuktikannya saat menjadi bendaharawan Jong Sumatranen 
Bond.  Di Belanda, Mohammad Hatta menjadi anggota PI atau Perhimpunan 
Indonesia yang pada awalnya hanya merupakan club studi untuk mahasiswa 
Indonesia yang belajar di negeri Belanda. Beberapa tahun di sana, Hatta dipercaya 
oleh para anggotanya untuk menjadi ketua. Hatta juga pernah mengikuti konfrensi 
anti kolonialisme yang kemudian pada akhirnya konfrensi itu gagal karena telah 
disusupi oleh orang-orang komunis. 
Lalu setelah lulus dari sana, Hatta kembali ke Indonesia dan berjuang di 
dalam negeri. Di Indonesia, Hatta masuk ke PNI yaitu Partai Nasional Indonesia. 
Setelah PNI bubar karena kegiatannya yang tianggap oleh pemerintah kolonial 
terlalu radikal, Hatta mendirikan partai baru yaitu PNI baru atau Pendidikan 
Nasional Indonesia. 
Di PNI Baru, Hatta menerapkan prinsipnya yang pada PNI pimpinan 
Soekarno tidak diterapkan. Hatta berprinsip bahwa partai kader adalah yang baik 
untuk diterapkan pada masa sekarang. Karena, partai berfungsi selain sebagai alat 
politik, juga sebagai pendidikan politik kepada masyarakat. Jadi pengkaderisasian 
anggota untuk penerus partai sangatlah penting untuk dilakukan. Dengan ini usaha 
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untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dilakukan dengan baik. Ini terbukti 
pada saat pimpinan PNI baru ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda, 
langsung ada ketua-ketua baru yang cepat menggantikan. Oleh karena itu, 
regenerasi pemimpin itu baru berhenti sampai partai itu resmi dibubarkan oleh 
pemerintah kolonial. (Mohammmad Hatta, 1971: xxiv) 
 
B. Pemikiran Mohammad Hatta 
1. Sosialisme di Indonesia 
Mohammad Hatta sebagai seorang 
sosialis mengajak H. Agus Salim dari Sarekat Islam dan HOS Tjokroaminoto 
untuk membawa sosialisme yang berhaluan Islam. Mohammad Hatta menentang 
paham profit oriented tetapi Mohammad Hatta mencoba mensejajarkan manusia 
sebagai makhluk Tuhan agar memperoleh perlakukan yang sama dari negara 
dengan tidak menindas salah satu golongan oleh golongan yang lain.  
Mohammad Hatta memberikan pemahaman mengenai sosialisme yang 
berkaca dari kehidupan di desa yang berupa gotong royong dan azas kekeluargaan 
yang merupakan kesinambungan dari kolektivisme yang beraturan. Mohammad 
Hatta menginginkan tidak adanya pemimpin yang besar yang tidak terkontrol 
untuk melaksanakan segala keinginannya, sebaliknya Hatta menginginkan azas 
kekeluargaan yang dan mufakat untuk tidak mencari permusuhan tetapi menggali 
kebenaran bersama. 
Sosialisme yang dianut Mohammad Hatta tidak lepas dari pengaruh Barat, 
karena Hatta memang menempuh studinya di Belanda sehingga sedikit banyak 
terpengaruh. Hatta banyak menimba ilmu dari Fabian Society (Inggris) yang 
merupakan laboratorium yang mengolah masalah-masalah kemasyarakatan. Salah 
satu pengaruh yang menonjol dalam diri Hatta adalah koperasi yang 
diterapkannya di Indonesia yang merupakan hasil belajarnya selama di 
Scandinavia. Dengan koperasi rupanya Hatta ada kecocokan untuk diterapkan di 
Indonesia, yang merupakan paham sosialis versinya (Deliar Noer, 1990:715-716). 
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Pada tahun 1961 Mohammad Hatta mulai menerapkan sosialisme ala 
Indonesia dengan tidak melepaskan prinsip-prinsip yang melarang adanya 
penindasan terhadap suatu golongan baik secara ekonomi maupun fisik. 
Sosialisme Indonesia dipengaruhi oleh 3 (tiga) aliran; dari Barat berupa Marxisme 
atau sosialisme demokrasi, dari Islam, dan dari dasar hidup asli bangsa Indonesia 
yang berbentuk kolektivisme. (Hatta, 1983:106-116). 
Adanya Revolusi Perancis menambah semangat pemuda di Indonesia 
untuk semakin giat melawan kolonialisme, kapitalisme-imperialisme. Padahal jika 
dilihat dan dimengerti adanya revolusi perancis tidak sesuai dengan yang 
diinginkan karena hasilnya, perekonomian masih dipegang oleh kaum kapitalis. 
Yang berarti tidak ada persaudaraan dan persamaan sehingga Mohammad Hatta 
menganut paham baru yang lebih dekat kepada literatur sosialis. Dengan 
menyatakan hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikelola oleh 
badan-badan yang promasyarakat. Sosialisme yang dicita-citakan oleh 
Mohammad Hatta tidak mengenal kelas, strata dan yang lainnya tetapi lebih 
mengedepankan persamaan hak dan kewajiban dalam mendapatkan dan 
memberikan perhatian bagi kelompoknya. Berlaku juga rasa saling memiliki 
untuk sama rasa sama rata dengan tidak mempertentangkan kelas sosial dan yang 
lainnya. 
Karl Marx memberikan keterangan ilmiah bahwa sosialisme timbul 
dengan sendirinya sebagai akibat dari pertentangan masyarakat yang dikuasai oleh 
pertentangan kepentingan didalamnya. Dengan adanya paham ini membuat kaum 
muda Indonesia yang berkeinginan mengetahui dan mempelajari paham ini namun 
hanya segelintir orang saja yang telah mempelajarinya sebagian lagi belajar dari 
paham yang lain karena mudah dalam mendapatkan buku dan materinya. (I 
Wangsa Widjaja, 1983: 108) 
Mohammad Hatta tidak sepenuhnya sepakat dengan ajaran Marx terutama 
ajaran yang membenci kapitalisme walaupun hal ini ditolak oleh Marx dengan 
menyatakan kapitalisme adalah ibu dari sosialisme, sehingga tidak mungkin 
seorang anak yang dicita-citakan kehadirannya membenci ibunya demikian juga 
sebaliknya. 
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Mohammad Hatta memandang persatuan hanya bisa bertahan jika 
dilakukan dengan menggunakan golongan kelas dengan pengertian ekonomi. Di 
Indonesia dibagi menjadi beberapa kelas yaitu kelas kapitalisme besar, menengah, 
dan marhaen. Dalam artikelnya soal ekonomi yang 
dikeluarkan oleh media Daulat Rakyat pada 10 Desember 1932 (Hatta, 1954:16-
17). 
Tahapan perkembangan masyarakat menurut Karl Marx dibagi menjadi 
feodalisme, kapitalisme, sampai ke sosialisme sesuai dengan pandangan ilmiah. 
Mohammad Hatta memandang pertentangan yang terjadi antar kapitalisme dan 
buruh sebagai pertentangan yang tidak permanen. Terjadinya proletariat bisa 
merobohkan kapitalisme, dengan demikian kemenangan berpihak pada proletariat 
yang menyebabkan pertentangan telah berhenti yang kemudian melahirkan 
masyarakat yang tidak berkelas yaitu sosialisme. Keputusan-keputusan dan hasil-
hasil produksi yang ada diperuntukkan sebagai milik bersama dan dinikmati oleh 
orang banyak yang dikelola oleh badan-badan masyarakat (Hatta, 1954:109). 
Dalam teori mengenai material historis, masyarakat tidak akan jatuh 
sebelum segala faktor produksi berkembang sepenuhnya hingga akhirnya 
bertentangan. Pertentangan tersebut menyebabkan lahirnya revolusi sosial yang 
menghasilkan masyarakat baru yang feodal, Kaum borjuis merajalela dan 
melahirkan kembali kapitalisme. Demikian juga proletariat muncul sebagai efek 
dari adanya kapitalis memacu timbulnya gerakan yang membentuk masyarakat 
sosialis yang diinginkan. (I Wangsa Widjaja, 1983: 110). 
Hatta menginginkan sosialisme di Indonesia dibangun dengan melihat 
fakta-fakta yang ditemui dan keadaan didalam masyarakat Indonesia sendiri 
sedangkan Karl Marx tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai lahirnya 
masyarakat sosialis yang diinginkan. Menurut Engels faktor sejarah, keadaan 
bangsa, adat istiadat, kepercayaan agama semuanya ikut menentukan corak 
masyarakat, tetapi pada akhirnya faktor ekonomilah yang menentukan perubahan 
masyarakat. Mohammad Hatta tidak sependapat dengan ajarannya Marx, karena 
hanya dipahami oleh kaum elit saja yang tidak sesuai dengan cita-cita bangsa 
Indonesia (I Wangsa Widjaja, 1983: 110-11). 
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Ajaran Marx hanya menimbulkan pertentangan antar bangsa Indonesia dan 
Belanda, sehingga menimbulkan corak tersendiri dengan adanya nasionalismenya. 
Dalam mengaitkan dengan masalah agama, Marx tidak sependapat dengan 
Mohammad Hatta. Menurut Hatta, ide penyatuan Islam seperti yang ada dalam 
Nasakom dan yang lainnya tidak bisa berjalan. Menurut Marx agama merupakan 
candu bagi sedangkan Mohammad Hatta 
menolak keras teori Marx mengenai materialisme dialiektik yang menolak segala 
yang ghaib, menentang segala yang bersifat idealisme dan kepercayaan terhadap 
tuhan. (Wawan Tunggul Alam, 2003: 383) 
Ada dua sumber lainnya yang melahirkan sosialisme di Indonesia, yaitu 
agama islam dan corak kolektif dari masayarakat desa Indonesia asli. Sosialisme 
dalam Islam menurut Mohammad Hatta yaitu dengan menanamkan bibit 
persamaan, persaudaraan, perikemanusiaan dan peradilan serta kerjasama dalam 
tolong menolong. Hal seperti itu juga dikehendaki oleh sosialisme. Karena itu, 
produksi dilakukan oleh orang banyak untuk orang banyak berdasarkan 
kerjasama, di bawah pimpinan badan-badan masyarakat, dan pada dasarnya Islam 
menuntut pelaksanaan sosialisme ini. (I Wangsa Widjaja, 1983: 111). 
Masyarakat sosialisme lahir dengan sendirinya sebagai hasil 
perkembangan masyarakat dalam pertentangan sosial, sementara para pemimpin 
sosialisme Islam merasakan sebagai tuntutan jiwanya yang mengabdi pada Tuhan, 
bahwa mencapai sosialisme didalam mayarakat adalah kewajiban hidupnya, 
suruhan yang maha kuasa yang tidak dapat diingkarinya (Hatta, 1954:113-115). 
Sumber yang ketiga dari paham sosialisme di Indonesia adalah corak 
kolektif dari masyarakat  desa Indonesia yang asli. Misalnya, tanah bukanlah 
milik orang-perorangan melainkan kepunyaan desa. Orang-seorang hanya 
memiliki hak pakai, berdasarkan hak milik bersama atas tanah sebagai alat 
produksi yang terutama dalam masyarakat agraris setiap orang yang menggunakan 
tenaga ekonominya harus mendapat persetujuan dari seluruh masyarakat desa. 
(Mohammad Hatta, 1963: 17) 
Semangat kolektivisme dilakukan secara bersama-sama dengan tanggung 
jawab pekerjaan ada pada semua orang. Seperti dicontohkan dalam kehidupan 
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sehari-hari adanya kegotongroyongan dalam membangun rumah, mengantar 
jenazah, dan lain-lain, sehingga batasan antara hukum publik dan hukum prive 
tersamarkan. Adanya semangat solidaritas yang memupuk landasan yang baik 
untuk membangun koperasi ekonomi sebagai sendi perekonomian masyarakat. 
Desa merupakan kiblat demokrasi asli Indonesia yaitu kolektivisme yang 
berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dengan usaha gotong royong yang 
merupakan pendukungnya. (Mohammad Hatta, 1963: 18) 
Dengan adanya semangat tolong menolong maka tertanam dasar kooperasi 
sosial dalam masyarakat desa Indonesia yang asli, dan kolonialisme yang 
menghancurkan tiang-tiang masyarakat asli Indonesia. Tetapi, sendi-sendi 
kolektivitas yang masih hidup di desa itu, yang memupuk kooperasi sosial, yang 
memupuk semangat solidaritas adalah suatu landasan yang baik untuk 
membangun koperasi ekonomi, sebagai sendi perekonomian masyarakat.(I 
Wangsa Widjaja, 1983: 114-115) 
 
2. Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat 
Demokrasi Indonesia yang dikenalkan oleh Mohammad Hatta artinya 
tidak berdasarkan kebudayaan Indonesia disini artinya kedaulatan rakyat 
dijunjungnya tidak sama dengan Volskouvereiniteit individualisme. Betul ada 
persamaan nama karena Mohammad Hatta mengambil dari Barat. Menurutnya 
adalah suatu keharusan untuk selalu menyetujui musyawarah tetapi menolak 
mufakat sebab musyawarah merupakan cara-cara menolak menang sendiri, sikap 
diktatoral/otoriter. Sifat musyawarah perlu diterapkan dalam badan-badan 
perwakilan. 
Perbedaan pendapat adalah tepat untuk menggalakkan sistem mayoritas 
yang mengarah kepada sistem voting (penghitungan suara). Masyarakat 
demokratis seperti di Indonesia, mentalitas orang berlainan dengan masyarakat 
individualistis sebab dalam segala tindakan dan persyaratan pendapatnya, Hatta 
terutama dikemudikan oleh kepentingan umum. Dalam perikatan masyarakat 
Hatta tetap punya cita-cita dan pemikiran untuk mencapai keselamatan umum 
(Deliar Noer, 1990:494). 
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Azas kerakyatan mengandung arti bahwa kedaulatan ada pada rakyat 
sehingga semua hukum harus bersandar pada keadilan dan kebenaran hidup dalam 
hati rakyat banyak. Dengan kata lain semua perekonomian negeri harus 
diputuskan oleh rakyat dengan musyawarah. 
Demokrasi yang ada di Indonesia digolongkan menjadi 3 (tiga) sendi yaitu 
(1) cita-cita rapat, yang menekankan adanya musyawarah untuk mufakat. (2) cita-
cita protes massa, yaitu hak rakyat untuk membantah dengan cara umum segala 
peraturan negeri yang dipandang tidak adil (3) cita-cita tolong-menolong, bahwa 
dalam hati sanubari rakyat indonesia penuh dengan rasa bersama, kolektivitas 
sehingga persekutuan asli di Indonesia memakai azas kolektivisme, tetapi bukan 
kolektifisme yang berdasarkan sentrallisasi (satu pimpinan diatas) melainkan 
desentralisasi yaitu tiap-tiap bagian berhak menentukan nasibnya sendiri. 
Ketiga sendi demokrasi tersebut dapat disesuaikan dengan kemajuan 
jaman, sedangkan yang menjadi dasar kerakyatan yaitu kedaulatan rakyat. Jadi 
konsep kedaulatan rakyat yaitu kelanjutan dari demokrasi asli Indonesia pada 
tingkat yang lebih tinggi. Menurut Hatta demokrasi rakyat di Indonesia hanya ada 
pada demokrasi dalam pemerintahan desa seperti dicontohkan zaman raja-raja 
yang berlaku adalah otokrasi dan feodalisme. Pendek kata daulat tuanku harus 
diganti dengan daulat rakyat, agar nantinya rakyat berkuasa. 
Berbagai bentuk protes haruslah didengar karena merupakan bagian dari 
bentuk demokrasi, yang dalam demokrasi politik menjadi syarat dan dasar 
keadilan dan kebenaran. Dengan demikian sesuai dengan cita-cita rakyat berhak 
menentukan nasibnya sendiri. Mohammad Hatta berpendapat bahwasannya dalam 
menjalankan konsep kedaulatan rakyat ini sangatlah dibutuhkan sosok pemimpin 
yang penuh cinta akan kebenaran serta berani mengakui kesalahan. Disertai 
dengan watak teguh serta berkemauan keras. 
Demokrasi di Eropa yang lebih mengarah ke individualistis membuat 
banyak ditemukannya kepincangan sosial dan ekonomi, sebab golongan kuat 
dalam bidang ekonomi sangat menentukan kehidupan. Berbeda pendapat dengan 
Soekarno membuat Mohammad Hatta lebih menegaskan bahwa demokrasi 
terpimpin yang dimaksud adalah kedaulatan rakyat berarti kemauan orang banyak 
47 
 
yang menentukan, maka pemimpin tunduk pada suara rakyat. Dengan demikian 
kedaulatan ada ditangan rakyat. 
Mohammad Hatta menggaris besarkan bahwa demokrasi parlementer yang 
dilaksanakan pada tahun 1955 bukan hanya memiliki parlemen sebagai wakil 
rakyat tetapi juga memiliki pemerintahan yang bertanggung jawab pada parlemen. 
Disamping itu parlemen dan peralatan parlementer merupakan suatu langkah 
kearah pembangunan demokrasi parlementer. (Hatta,1957:50-54). 
Menurut Mohammad Hatta, demokrasi parlementer mengutamakan aspek-
aspek politik, karena cita-cita demokrasi politik di Barat telah maju. Definisi 
Parlementer di Barat merupakan hasil politik dari suatu evaluasi politik karena 
lapisan demi lapisan dan masyarakat memperoleh kekuatan ekonomi, mereka 
maju ke medan perjuangan politik serta telah mencapai kemenangan/telah 
mendapat perwakilan parlementer. Disini dapat disimpulkan parlementer di Barat 
adalah ganjaran politik untuk kekuatan ekonomi yang telah dicapai karena mereka 
kuat ekonominya berusaha melindungi kekuatan itu dengan alat-alat politik. 
Demokrasi di Indonesia mengandung unsur pembinaan dan pelaksanaan ekonomi 
yang besar. Sedangkan demokrasi di Barat dapat menerima banyak bentuk, 
selama dua hal yang pokok dipenuhi yaitu; (1) perwakilan rakyat secara jujur (2) 
pemerintahan yang bertanggung jawab pada parlemen. 
 
3. Bentuk Negara Serikat 
Mohammad Hatta menolak keras gagasan akan adanya negara kesatuan 
tetapi lebih mengajurkan dibentuknya negara serikat, sebagai konsekuensi dari 
konsep kedaulatan rakyat. Salah satu tulisan hasil pemikiran Mohammad Hatta 
yang menjelaskan mengenai konsep negara serikat pernah di publikasikan yaitu 
 pada tahun 1932. Hatta menyatakan kekesalannya 
pada praktek penjajahan. Di lain pihak munculah kecenderungan positif akan 
gerakan kemerdekaan yang bersifat kebangsaan, menyempurnakan 
individualitas/roman kemanusiaan untuk kemudian menyempurnakan bangsa 
sendiri. (Deliar Noer, 1990: 230) 
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Kebangsaan yang dimaksudkan oleh Mohammad Hatta terdiri dari 
bermacam-macam golongan dan warna seperti; cap ningrat, cap intelek, dan cap 
rakyat. Jika kaum ningrat menyebut Indonesia Merdeka, terbayang di muka 
mereka suatu Indonesia yang terlepas dari tangan Belanda, akan tetapi takluk di 
bawah kekuasaan mereka. Mereka mengukur kebangsaan itu dengan tolak ukur 
kepentingan golongan sendiri. Dari zaman dahulu hingga sampai sekarang kaum 
ningrat tetap menjadi golongan pemerintah. Dahulu sewaktu tanah-tanah 
Indonesia diperintah oleh raja-raja dan disebut dengan istilah otokrasi dan 
feodalisme. Menurutnya rakyat bekerja keras mencari nafkah untuk bertahan 
hidup memikirkan politik dan keselamatan negeri. ( Suripto, 1978: 152) 
Menurut paham kaum intelek, kaum terpelajar atau kaum cerdik pandai, 
Indonesia Merdeka haruslah berada di bawah kekuasaan mereka sendiri.  Negeri 
tidak maju dan makmur jika tidak dikemudikan oleh orang yang berpendidikan 
tinggi. Bagi mereka, orang menjadi orang pemerintah bukan karena 
keturunannya., melainkan karena kecakapannya sendiri. Bukan bangsawan karena 
darah yang mereka akui, melainkan bangsawan karena otak dan kecakapan.   
Perkakas kaum intelek dipakai untuk membesarkan pengaruh dan kekuasaan 
mereka kaum intelek. ( Suripto, 1978: 153) 
Yang dikehendaki oleh Indonesia bukan paham kebangsaan kaum ningrat 
dan juga bukan paham kebangsaan kaum intelek, melainkan paham kebangsaan 
rakyat. Rakyat yang menjadi ukuran tinggi rendah derajat suatu bangsa. Hidup 
dan matinya Indonesia merdeka semuanya itu tergantung pada semangat rakyat. 
Penganjur-penganjur dan golongan kaum terpelajar baru berarti, jika di 
sampingnya ada rakyat yang sadar dan insaf akan kedaulatan dirinya. Kewajiban 
kaum intelek tidak lain menduga kemauan rakyat itu dan menerangi jalan tempat 
kemauan itu maju ke muka.(Suripto, 1978: 153) 
Pemikiran Mohammad Hatta yang paling mutakhir yaitu ide mengenai 
lahirnya negara republik yang bersendikan pemerintahan rakyat melalui wakil-
wakil rakyat atau badan-badan perwakilan. Dari wakil-wakil rakyat atau badan-
badan perwakilan itu terpilih anggota-anggota pemerintah yang menjalankan 
kekuasaan negara. (Wawan Tunggul Alam, 2003: 450) 
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B. Pelaksanaan Pemerintahan Parlementer Di Indonesia 
1. Perkembangan Politik 
Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut. 
Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diselenggarakan di Den Haag pada tanggal 
23 Agustus sampai dengan tanggal 2 November 1949 telah mencapai suatu 
persetujuan. Berdasarkan persetujuan itu pada tanggal 27 Desember 1949 
Kerajaan Belanda menyerahkan kekuasaan atas seluruh wilayah Hindia Belanda, 
kecuali Irian Barat kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) yang beberapa hari 
sebelumnya telah menerima penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia. 
Sistem politik yang digunakan sesuai dengan konstitusi RIS yang saat itu mulai 
berlaku. (Nugroho Notosusanto, 1984: 61) 
Berdasarkan konstitusi RIS, maka sistem pemerintahan yang berlaku 
adalah sistem pemerintahan federal. Masa republik Indonesia yang pertama yaitu 
tahun 1949 sampai 1957 dinamakan masa demokrasi parlementer atau demokrasi 
liberal, yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Indonesia sejak 
kembali ke bentuk negara kesatuan menggunakan UUD Sementara 1950. UUD 
tersebut menetapkan berlakunya sistem parlementer di mana badan eksekutif 
terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusionil (constitutional head) 
beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik karena 
fragmentrasi partai-partai politik setiap kabinet berdasarkan koalisi yang berkisar 
pada satu atau dua partai besar dengan beberapa partai kecil.  
Sistem pemerintahan parlementer menekankan pada demokrasi kedaulatan 
rakyat, kebebasan berbicara dan pers, serta tertib hukum, dan sebagainya 
walaupun masih terdapat perbedaan pendapat diantara pimpinan elite tentang arti 
demokrasi serta pelaksanaannya. Pemerintah dikuasai oleh elite sipil. Partai 
politik dipandang sebagai lembaga masyarakat yang terpenting bagi partisipasi 
rakyat dalam kehidupan nasional. Kabinet bertanggung jawab kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat. ( Albert Widjaja, 1982:87). 
Di masa republik Indonesia yang pertama itu telah dicoba mengubah 
sistem pemerintahan presidensiil menjadi sistem kabinet parlementer yang 
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dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, yang bertanggung jawab pada Badan 
Pekerja Komite Nasional Pusat. Alasan yang dikemukakan ialah supaya Presiden 
dan Wakil Presiden tetap dan tidak dapat diganggu gugat di dalam memimpin 
negara. Presiden dan Wakil Presiden diperlindungi oleh kabinet yang bertanggung 
jawab politik, yang setiap waktu dapat diganti kalau perlu (Mohammad Hatta, 
1992: 9).  
Dwi tunggal Soekarno-Hatta dijadikan simbol negara belaka dalam 
kedudukan presiden Wakil Presiden yang konstitusional, yang tidak dapat 
-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan 
pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk 
bagiannya sendiri- d Hatta, 1992:11).  
Sistem multi partai pada tahun 1950-1956, keadaan politik di Indonesia 
menjadi semakin runyam dan kacau. Ketidakstabilan politik tersebut 
menyebabkan tidak kurang dari 17 kabinet jatuh bangun. Mohammad Hatta 
merupakan demokrat sejati yang pernah ingin membawa Indonesia keluar dari 
situasi krisis dengan jalan memberi teladan demokrasi. Menurut Mohammad 
Hatta (1960:8), ada dua penyebab kegagalan demokrasi di Indonesia. Yang 
pertama adalah sikap ultra demokratis yang terdapat pada para politisi pada masa 
itu. Sikap yang ultra demokratis ini menurut Mohammad Hatta merupakan 
pencerminan dari kurangnya rasa tanggung jawab dan toleransi dalam diri para 
pemimpin. Dalam hubungan ini, rasa tanggung jawab dan toleransi para 
pemimpin dipandang kurang oleh Mohammad Hatta, sebab mereka ingin 
menjalankan sistem pertanggungjawaban dwi tunggal. 
Penyebab lain dari kegagalan demokrasi menurut Mohammad Hatta 
(1960:8) adalah faktor kurangnya tenaga pelaksana demokrasi. Keadaan ini 
memang cukup ironis. Di satu pihak ada semangat yang menggebu-gebu yang 
menginginkan demokrasi dilaksanakan secara penuh dan canggih dalam bentuk 
parlementer, sementara di lain pihak tenaga untuk menjalankannya tidak ada atau 
kurang tersedia. 
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2. Demokrasi Parlementer dalam Pandangan Mohammad Hatta 
Demokrasi yang ada di Indonesia digolongkan menjadi 3 (tiga) sendi yaitu 
(1) cita-cita rapat, yang menekankan adanya musyawarah untuk mufakat. (2) cita-
cita protes massa, yaitu hak rakyat untuk membantah dengan cara umum segala  
peraturan negeri yang dipandang tidak adil (3) cita-cita tolong-menolong, bahwa 
dalam hati sanubari rakyat Indonesia penuh dengan rasa bersama, kolektivitas 
sehingga persekutuan asli di Indonesia memakai azas kolektivisme, tetapi bukan 
kolektifisme yang berdasarkan sentrallisasi (satu pimpinan diatas) melainkan 
desentralisasi yaitu tiap-tiap bagian berhak menentukan nasibnya sendiri. 
Ketiga sendi demokrasi tersebut dapat disesuaikan dengan kemajuan 
jaman, sedangkan yang menjadi dasar kerakyatan yaitu kedaulatan rakyat. Jadi 
konsep kedaulatan rakyat yaitu kelanjutan dari demokrasi asli Indonesia pada 
tingkat yang lebih tinggi. Menurut Hatta demokrasi rakyat di Indonesia hanya ada 
pada demokrasi dalam pemerintahan desa seperti dicontohkan zaman raja-raja 
yang berlaku adalah otokrasi dan feodalisme. Pendek kata daulat tuanku harus 
diganti dengan daulat rakyat, agar nantinya rakyat berkuasa. (Solichin Salam, 
1992:15) 
Pada dasarnya pemikiran-pemikiran Hatta mengenai politik banyak 
diwarnai oleh pengetahuannya di dalam kebudayaan dan agama (Islam). Dalam 
hal ini termasuk ide Hatta tentang demokrasi yang banyak dipengaruhi oleh 
pengetahuannya dari berbagai masyarakat pedesaan di Indonesia, terutama 
masyarakat pedesaan di daerah kelahirannya, Minangkabau. (Alfian, 1979: 39) 
Luhak Agam (Minangkabau) sebagai daerah kelahiran Hatta termasuk 
penganut tradisi Bodi-Chaniago yang egaliter dan mencakup nagari-nagari yang 
bersifat otonom satu sama lain dan ke dalam bersifat demokratis di bawah para 
penghulu.( Mavis Rose, 1991: 2) 
Dalam demokrasi, Mohammad Hatta memilih pendekatan kemanusiaan, 
walau sering disatu-nafaskan dengan pemikiran sosialisme. Dasar kerakyatan 
Hatta dalam demokrasi, dibangun atas kesadaran rakyat sendiri, dan bukan elite. 
Dalam bentuk negara, pemikiran Hatta berkembang menjadikan Indonesia sebagai 
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negara serikat, walau gagal. Tetapi ia tetap mampu memasukkan Pasal 18 dalam 
UUD 1945, juga berbagai catatan di seputar UUD 1945, dalam Aturan Penjelasan 
dan Aturan Peralihan. Hatta juga dikenal sebagai penggagas awal desentralisasi 
dalam skala luas, termasuk desentralisasi partai politik dan pemilu sistem distrik. 
Minang, memang terkenal dengan susunan Nagarinya, membentuk 
(http//DEMOKRASI & 
NAS .htm) 
Demokrasi menurut Hatta bukan demokrasi yang bersifat tunggal. Hatta 
suka demokrasi multipartai, dengan melahirkan Maklumat X tahun 1945, untuk 
menolak fasisme Jepang. Namun Hatta kecewa Pemilu 1955 tidak menghasilkan 
pimpinan-pimpinan politik yang andal, akibat banyak anggota DPR yang 
rakyat ialah partai atau kelompok dalam daftar Pemilu. (http//DEMOKRASI & 
NAS .htm) 
Sistem daftar seperti ini mengurangi demokrasi dan cenderung mengarah 
pada oligarki. Tapi Hatta juga bukan tokoh yang anti pada partai, atau bermaksud 
menguburkan partai-partai. Hatta malah mengingatkan berbahayanya sistem 
kepartaian yang dibangun oleh Soeharto, yang membatasi jumlah partai dan 
melahirkan massa mengambang (http//DEMOKRASI & NASIONALISME « 
Hasrulhara .htm) 
Menurut Wawan Tunggul Alam (2003: 228), Mohammad Hatta adalah 
pendukung negara serikat dan cita-citanya membangun demokrasi parlementer 
bagi Indonesia. Hatta dikenal sebagai orang yang tak luntur terhadap prinsip-
prinsipnya, melakukan manuver politik untuk menggolkan gagasannya tentang 
demokrasi parlementer dan negara serikat, termasuk sistem multipartai yang 
ditentang Soekarno. 
Mohammad Hatta menyadari bahwa demokrasi parlementer bisa berjalan 
baik jika ditunjang oleh tingkat pendidikan rakyat yang tinggi, sedangkan negara 
serikat tidak begitu mengkristal dalam gagasannya. Karena itu baginya, 
pemberlakuan prinsip otonomi dalam negara kesatuan sudah mendekati cita-
citanya (Wawan Tunggul Alam, 2003: 230). 
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Prinsip Mohammad Hatta yaitu menyetujui bahwa bentuk negara yang 
pantas bagi negara yang terdiri dari bermacam etnik dan suku bangsa ini adalah 
bentuk negara federal. Setiap daerah dapat benar-benar mengurus kehidupan 
daerahnya sendiri tanpa dicampuri oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, tidak 
ada perasaan terjajah oleh pemerintah pusat. Dengan demikian pemberontakan-
pemberontakan yang disebabkan oleh ketidakpuasan rakyat daerah dengan 
kebijakan pemerintah pusat tidak akan terjadi. (http://dpm.web.id/karya/esei-
karya/perjuangan-yang-patah- dari-muhammad-hatta-291) 
Pada tahun 1955, Mohammad Hatta menjelaskan bahwa Indonesia harus 
memilih jalan demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer, menurutnya bukan 
hanya mempunyai parlemen sebagai wakil rakyat dan pemerintahan yang 
bertanggungjawab kepada parlemen. Keduanya itu hanya alat untuk mencapai 
tujuan demokrasi. Demokrasi tidak hanya ditemukan di dalam Dewan Perwakilan 
Rakyat, di Istana presiden atau di Kantor Perdana Menteri. Demokrasi adalah 
sesuatu yang harus menyinggung kehidupan rakyat sehari-hari dalam segala hal. 
Mendirikan parlemen dan peralatan parlementer hanya merupakan satu langkah ke 
arah pembangunan demokrasi parlementer.  
Mohammad Hatta menjelaskan bahwa demokrasi parlementer di Barat 
mengutamakan aspek-aspek politik, karena cita-cita demokrasi politik di Barat 
telah maju. Hatta telah dapat mencerminkan aspirasi politik rakyat dan tentu telah 
dapat menjamin bahwa kebanyakan paham politik setidak-tidaknya mempunyai 
harapan untuk diwakili dalam parlemen. 
Menurut Hatta, bentuk demokrasi parlementer Barat adalah hasil 
perjuangan politik yang dorong oleh sekumpulan faktor, diantaranya yang 
terpenting adalah faktor politik. Demokrasi parlementer di Barat adalah hasil 
politik dari suatu evolusi politik. Karena lapisan demi lapisan masyarakat 
memperoleh kekuasaan ekonomi, mereka maju ke medan perjuangan politik dan 
telah atau mencapai kemenangan atau telah mendapat perwakilan parlementer. 
Dalam ukuran tertentu, perwakilan parlementer di Barat adalah ganjaran politik 
untuk kekuatan ekonomi yang telah dicapai, karena mereka yang kuat 
ekonominya berusaha melindungi kekuatan itu dengan alat-alat politik. 
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Terdapat perbedaan situasi demokrasi parlementer di Barat dan di 
Indonesia. Rakyat Indonesia tidak mempunyai waktu untuk menunggu sampai 
kapan demokrasi telah mendapat kekuatan ekonomi (kemakmuran rakyat). Oleh 
sebab itu, demokrasi di Indonesia mesti mengandung unsur pembinaan dan 
pelaksanaan ekonomi yang besar. Sistem parlementer yang dibangun baru 
merupakan satu langkah ke arah tujuan demokrasi parlementer, dan di dalamnya 
demokrasi ekonomi tidak kurang pentingnya dari demokrasi politik. 
Perbedaan demokrasi parlementer di Barat dengan demokrasi di Indonesia 
yaitu demokrasi parlementer di Barat pada hakikatnya didasarkan pada kekuatan 
ekonomi, dan lahir antara lain karena sudah ada kekuatan ekonomi itu. Sedangkan 
di Indonesia, adalah merupakan kewajiban seluruh rakyat untuk memajukan 
sistem demokrasi sehingga mengandung paham ekonomi yang kuat, tidak kurang 
dari paham politik (Wawan Tunggul Alam, 2003: 398).  
Prinsip demokrasi di Barat dapat menerima banyak bentuk, selama dua hal 
yang pokok dipenuhi. Pertama, perwakilan rakyat secara jujur. Kedua, 
pemerintahan yang bertanggungjawab kepada parlemen.      
Dalam karangannya yang berjudul Demokrasi Kita, Mohammad Hatta 
ternyata mengkhawatirkan gerakan politik demokrasi parlementer untuk 
mengadakan perubahan ketatanegaraan kita yang amat radikal dalam bulan 
kepada parlemen, dan di anggap lebih demokratis dari sistem pemerintah 
presidensil (Mohammad Hatta, 1960:7) 
Semangat ultra demokratis ini kemudian muncul kembali yakni pada masa 
berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang melanjutkan berlakunya 
sistem demokrasi parlementer. Setelah pemerintah berhasil menyelenggarakan 
pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dan 
konstituante jumlah partai politik-partai politik yang semulanya 19 buah 
bertambah sampai 28. Menurut Mohammad Hatta ini disebabkan oleh pemilihan 
yang terlalu demokratis. Suasana politik semacam itu menurut Mohammad Hatta 
memberi kesempatan kepada berbagai jenis petualang politik dan ekonomi serta 
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manusia profitir maju kemuka. Maka timbullah anarki dalam politik dan ekonomi. 
Kelanjutannya korupsi dan demoralisasi merajalela. Menurut Mohammad Hatta, 
pembangunan demokratisasi pun terlantar karena percekcokan politik senantiasa. 
(Mohamad Hatta, 1960: 10-11) 
Pelaksanaan otonomi daerah dengan urusan keuangan sendiri yang lama 
sekali menunggu, menjadi sebab timbulnya pergolakan daerah. Daerah-daerah 
yang begitu banyak menghasilkan devisa untuk negara, sedangkan mereka tidak 
menikmati pembangunan di daerahnya, mulai menentang pemerintah pusat. 
Kesimpulan Hatta bahwa perkembangan politik yang berakhir dengan kekacauan, 
demokrasi yang berakhir dengan anarki, membuka jalan untuk lawannya yaitu 
diktator. (Mohamad Hatta, 1960: 12-13) 
 Kedaulatan rakyat ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup 
sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula berkembang 
daripada demokrasi Indonesia yang asli. Semangat kebangsaan yang tumbuh 
sebagai reaksi imperialisme dan kapitalisme Barat memperkuat pula untuk 
mencari sendi-sendi bagi negara nasional yang akan dibangun ke dalam 
masyarakat sendiri. Demokrasi Barat apriori ditolak Menurut Hatta, pendapat 
semacam itu tidak sesuai dengan cita-cita perjuangan Indonesia yang berlainan 
dengan demokrasi Perancis Perjuangan Indonesia mencita-citakan terlaksananya 
peri kemanusiaan dan keadilan sosial. Demokrasi politik saja tidak dapat 
melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Disebelah demokrasi politik harus 
pula berlaku demokrasi ekonomi. Menurut Mohammad Hatta, cita-cita demokrasi 
Indonesia ialah demokrasi sosial meliputi seluruh lingkungan hidup yang 
menentukan nasib manusia. Dan menurut Hatta demokrasi dapat berjalan baik, 
apabila ada rasa tanggung jawab dan toleransi pada pemimpin-pemimpin partai 
politik. (Mohamad Hatta, 1960: 16-17) 
Sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial ada tiga pokok. 
Pertama, paham sosialis Barat yang telah menarik perhatian karena dasar-dasar 
peri kemanusiaan. Kedua, ajaran islam yang menuntut kebenaran dan keadilan 
ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antara manusia sebagai makhluk 
Tuhan, sesuai dengan sifat Alloh yang maha pengasih dan penyayang. Dan ketiga 
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yaitu pengetahuan bahwa masyarakat Indonesia berdasarkan kolektivisme. 
(Mohammad Hatta, 1960:18) 
Zulfikri Suleman (2010: 238) berpendapat bahwa dalam kehidupan politik, 
paham individualisme yang dianut semasa demokrasi parlementer berarti hak-hak 
dasar warganegara yang harus dilindungi yang dalam konteks demokrasi 
parlementer pada masa Mohammad Hatta hidup berarti melindungi sistem 
ekonomi kapitalis yang menguntungkan kedudukan golongan kelas menengah ke 
atas (kaum pemilik modal dan golongan vested interests lainnya), tetapi menindas 
rakyat miskin dan untuk negeri-negeri terjajah, kaum pribumi mayoritas. Konsep 
Mohammad Hatta tentang musyawarah dan mufakat dalam kehidupan politik 
belum terlihat dengan jelas. Yang terlihat jelas adalah kebijakan-kebijakan 
Mohammad Hatta yang sesuai dengan pranata demokrasi parlementer bahkan 
keterlibatan Mohammad Hatta di dalamnya sebagaimana terlihat selama 
pemerintahan demokrasi parlementer. Apa yang dilihat Mohammad Hatta sebagai 
kelemahan demokrasi parlementer dan penolakannya terhadap demokrasi 
parlementer lebih ditujukan terhadap wujud paham individualism dalam 
kehidupan ekonomi yaitu sistem ekonomi kapitalis yang merugikan dan 
menindas.    
 
B. Perjuangan Politik Mohammad Hatta 
1. Peran Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri 
Mohammad Hatta merupakan salah satu proklamator di samping Soekarno 
-sama 
dengan Ir. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Keesokan 
harinya, Hatta dipilih menjadi wakil presiden pertama Republik Indonesia.  
(Meutia Farida Swasono, 1981: 234-235). 
Mohammad Hatta selaku Wakil Presiden Republik Indonesia yang 
pertama mempunyai kedudukan dan peran yang sangat strategis dan tidak kalah 
pentingnya dengan peranan Soekarno selaku Presiden. Namun, ketika UUD 1945 
diubah dengan UUD RIS 1949 dan negara kesatuan berubah menjadi negara 
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federal (Republik Indonesia Serikat) pada tanggal 27 Desember 1949, jabatan 
Wakil Presiden dihapuskan. Undang-undang dasar ini t idak mengenal adanya 
jabatan Wakil Presiden. Dengan berlakunya UUD RIS 1949, peranan Wakil 
Presiden sama sekali hilang dari praktik kehidupan kenegaraan. Undang-undang 
dasar ini menganut sistem pemerintahan parlementer. (http://www.setneg.go.id/in 
Dex.php?option=com_content&task=view&id=232&Itemid=76) 
Ketika kabinet Sjahrir selama tiga kali tidak bisa menjalankan dengan baik 
roda pemerintahannya dan kemudian dengan kabinet Amir Sjarifuddin selama dua 
kali yang justru memperoleh keadaan yang semakin kacau akhirnya sebagai 
pengganti Amir Sjahrifuddin jatuh pada Mohammad Hatta yang pada saat itu 
posisinya di dalam maupun di luar sangat kuat. Terpilihnya Mohammad Hatta 
karena semua orang mengenal diri Mohammad Hatta yang cerdik, berani, rajin, 
jujur, pemuka bangsa yang disegani oleh seluruh rakyat Indonesia. Orang kuat 
seperti Mohammad Hatta inilah yang dapat mengembalikan pemerintahan setelah 
kacau dipimpin oleh Amir Sjarifuddin (Kedaulatan Rakyat, 24 Januari 1948).  
Pada tanggal 17 Desember 1949, bertempat di bangsal Sitihinggil Keraton 
Yogyakarta, ketika Ir. Soekarno dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia 
Serikat, Drs. Mohammad Hatta, Wakil Presiden, juga diangkat sebagai Perdana 
Menteri Republik Indonesia Serikat. Sejak masa pergerakan, Mohammad Hatta 
dikenal sebagai pemimpin yang lebih menyukai negara federasi ketimbang negara 
kesatuan. Karena itu, fase ini adalah kesempatan Mohammad Hatta untuk 
mewujudkan gagasan-gagasan tentang negara federasi untuk Indonesia.    
Hatta kemudian membentuk kabinet. Kabinet dan Perdana Menteri Hatta, 
baru dilantik pada tanggal 20 Desember 1949. Kedudukan Mohammad Hatta 
sebagai Wakil Presiden sekaligus sebagai Perdana Menteri, secara konstitusional 
memiliki kontradiktif. Karena Wakil Presiden adalah pembantu Presiden, 
sementara Perdana Menteri merupakan pemegang kekuasaan eksekutif yang 
menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Dengan adanya preseden ini dimana 
Wakil Presiden pada saat-saat tertentu dapat menjadi pemegang kekuasaan 
pemerintahan, menunjukkan bahwa Wakil Presiden sebenarnya bukanlah sekedar 
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simbol dalam lembaga kepresidenan, akan tetapi justru menjadi pemain utama 
dalam lembaga kepresidenan (http://www.setneg.go.id/index.php?option= com_  
content &task=view&id=232&Itemid=76) 
Kedudukan Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri dalam RIS 
memang lebih kuat daripada Soekarno sebagai Presiden mengingat sistem 
pemerintahan yang digunakan adalah parlementer. Kekuatan Mohammad Hatta ini 
selain secara konstitusional  juga sebagian berasal dari pengaruhnya di tentara. 
Selain itu, Mohammad Hatta juga memperoleh dukungan dari Barat, termasuk 
Belanda dan Amerika, karena peranannya sebagai seorang pemimpin yang 
menghendaki jalan perundingan (Wawan Tunggul Alam, 2003: 250-251). 
Hatta membuktikan dirinya sebagai politisi handal yang setia 
mendampingi Bung Karno. Berkali-kali Hatta menyelamatkan negara dari 
perpecahan. 
 
a. Kabinet Hatta I 
Sistem pemerintahan Indonesia yang semula menggunakan sistem kabinet 
presidensil kemudian berubah menjadi parlementer dengan sistem pemerintahan 
baru yaitu pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri. Mohammad 
Hatta sebagai wakil presiden kemudian ditunjuk oleh presiden sebagai perdana 
menteri menggantikan Amir Sjahrifuddin yang telah jatuh. Memberikan kabinet 
kepada Mohammad Hatta sebenarnya sangat sulit disebut sebagai kabinet 
parlementer ataukah kabinet presidensil karena bila dilihat dari segi pemegang 
pemrintahan adalah Mohammad Hatta yang merangkap sebagai jabatan wakil 
presiden dan perdana menteri. 
Hari pertama Mohammad Hatta menjabat perdana menteri sudah 
dihadapkan masalah yang sulit yaitu akibat dari perjanjian Renville. Mohammad 
Hatta menyikapi masalah itu dengan ksatria dan berusaha menunjukkan kepada 
dunia luar bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bisa dipercaya dan 
menepati janji meskipun konsekuensi yang diperoleh Mohammad Hatta sangat 
pahit akan tetapi rasa optimis selalul ada di hati Mohammad Hatta. Alasan 
Mohammad Hatta bersikap optimis adalah sebelum menjabat perdana menteri, 
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Mohammad Hatta sudah mengunjungi beberapa daerah di luar Jawa untuk melihat 
situasi dan kondisi masyarakat di daerah pada masa revolusi nasional. Salah satu 
daerah yang dikunjungi Mohammad Hatta adalah Palembang. Rakyat Palembang 
menyambut Mohammad Hatta dengan gembira karena dikunjungi oleh pimpinan 
perjuangan yang merupakan harapan dan impian dari semua daerah yang juga 
sedang berlangsung revolusi. Rakyat Palembang menyerukan pada Mohammad 
Hatta untuk terus berjuang mempertahankan kemerdekaan dan segera 
mengibarkan merah putih dengan gagah berani di seluruh bumi Indonesia 
terutama di Palembang sendiri. Semangat rakyat Palembang menambah keyakinan 
Mohammad Hatta untuk tidak pernah patah semangat dan harus optimis dalam 
menghadapi setiap permasalahan karena keoptimisan perjuangan Indonesia akan 
berhasil (Merdeka, 3 Desember 1949) 
Kabinet Hatta mendapat dukungan dari partai-partai besar seperti 
Masyumi dan PNI. Setelah berunding dengan wakil-wakil partai akhirnya kabinet 
Hatta menyatakan pada pers tentang corak kabinet dan susunan kabinet yang 
diduduki oleh orang-orang yang cakap.  
Kabinet Hatta I terbentuk pada tanggal 29 Januari 1948. Kabinet Hatta I 
mempunyai program antara lain: 
1) Kabinet akan menyerahkan Renville dan berunding terus atas dasar yang telah 
tercapai. 
2) Melaksanakan terbentuknya NIS (Negara Indonesia Serikat). 
3) Mengadakan rasionalisasi. 
4) Melancarkan pembangunan. (I Wangsa Widjaja, 1981:154) 
Program Hatta akan menyerahkan Renville dan akan berunding terus 
menerus merupakan salah satu upaya dari Mohammad Hatta menyikapi 
perundingan Renvill karena semenjak Mohammad Hatta diangkat menjadi 
perdana menteri perundingan Renville sudah dilaksanakan, akan tetapi tidak 
sepenuhnya dilaksanakan oleh kedua pihak. Imbas dari perundingan itu harus 
ditrerima saat pemerintahan Hatta sehingga suka tidak suka hasil dari perundingan 
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Renville harus dilaksanakan dan mencoba melakukan perundingan lagi untuk 
menciptakan kondisi yang lebih baik. 
Menindaklanjuti program kedua untuk membentuk NIS, Mohammad Hatta 
meminta Menteri Kehakiman NIT Soumakil dan beberapa anggotanya seperti 
Batianas, Manoutu, A. J  Nieuwenhhus untuk membentuk Undang-Undang Dasar 
NIT. (I Wangsa Widjaja, 1988: 57) 
Program Kabinet Hatta ketiga adalah rasionalisasi tentara dan pegawai 
negeri berdasarkan pertimbangan kurangnya sumber daya negara. Program 
rasionalisasi dibuat karena dalam tubuh TNI mengalami kekacauan akibat ulah 
Amir Sjarifuddin pada saat masih menjabat sebagai perdana menteri. (Mavis 
Rose, 1991: 246) 
Dasar rasionalisasi ialah mendekati perimbangan antara pengeluaran dan 
pendapatan negara. Inilah satu-satunya jalan untuk memerangi inflasi yang 
membahayakan penghidupan rakyat. Tujuan rasionalisasi adalah penyempurnaan 
dan pembangunan yang meringankan beban masyarakat beserta pengurangan 
penderitaan rakyat. (I Wangsa Widjaja, 1981: 205) 
Dalam mempertahankan program rasionalisasi di hadapan KNIP pada 
tanggal 16 Februari 1948, Hatta menyatakan: 
Bahwa penghasilan negara tidak bisa menutupi belanja tanpa alasan yang 
jelas. Tetapi perbedaan tersebut dapat diperkecil melalui rasionalisasi yang 
bijaksana, dengan mengalihkan tenaga kerja dari pekerjaan yang tidak 
produktif ke bidang kegiatan yang produktif. Pengalihan tenaga kerja ini 
tidak dengan sekaligus menunjukkan penurunan dalam belanja negara. 
Mungkin mula-mula terjadi hal sebaliknya, karena pembentukan usaha 
produktif memerlukan persiapan sebelumnya dan penanaman modal kerja. 
Tetapi kalau persiapan tersebut telah dilakukan, tenaga kerja produktif 
akan memulai memanen keuntungan, dan pendapatan negara akan 
meningkat. (George Mc Turnan Kahin, 1980: 131) 
Rasionalisasi tentara dijalankan dengan tiga bentuk yaitu: 
1. Melepaskan mereka yang secara sukarela mau meninggalkan tentara, 
diantaranya ada yang ingin kembali kepada pekerjaannya yang lama menjadi 
guru, sebagai partikelir dan sebagainya. 
2.  Menyerahkan mereka kepada Kementerian Pembangunan dan Pemuda yang 
menyiapkan obyek-obyek usaha bagi mereka. 
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3. Mengembalikan seratus ribu tentara utnuk kembali ke dalam masyarakat desa. 
(I Wangsa Widjaja, 1981: 209)  
Rasionalisasi tentara juga meliputi bagi semua anggota tentara diturunkan 
pangkatnya, semua jenderal juga demikian kecuali Jenderal Sudirman dan Sultan 
Hamengkubuwono IX yang berpangkat jenderal titular. Bagi anggota TNI yang 
tidak ingin aktif dalam ketentaraan dikeluarkan akan diberi pekerjaan yang sesuai 
dengan kecakapannya. Tujuan dari rasionalisasi adalah untuk menertibkan 
kembali organisasi angkatan perang di sektor-sektor yang produktif seperti di 
perusahaan tempat penggergajian di dekat Madiun yang kekurangan tenaga kerja. 
Rasionalisasi atas angkatan perang menyebabkan sejumlah besar anggota keluar 
dari keanggotaan TNI. Akibat yang ditimbulkan dari rasionalisasi adalah TNI 
menjadi lebih tertib, teratur dalam pendataan keanggotaan. Mohammad Hatta juga 
mencoba menghidupkan politik luar negeri yaitu bebas aktif untuk menghadapi 
Belanda (I Wangsa Widjaja, 1988: 57-60) 
Dalam melakukan usaha rasionalisasi, Hatta memperoleh dukungan dari 
Nasution, perwira muda dari Sumatera yang disegani, yang menjadi Panglima 
Divisi Siliwangi. Hatta pernah bekerja sama dengan Nasution, sewaktu Hatta 
menduduki jabatan sebagai menteri pertahanan dan perdana menteri. (Mavis Rose, 
1991: 246) 
Rasionalisasi dalam administrasi negeri dijalankan dengan mempelajari 
dasar normalisasi untuk susunan kementerian. Selanjutnya dilakukan dengan jalan 
memberantas korupsi dengan menyingkirkan dan menuntut pegawai-pegawai 
yang ternyata korup. Dalam mengusahakan ini ternyata bahwa kurang sekali 
tenaga pada jabatan yang mengadakan kontrol. Dalam politik pemerintah pada asa 
itu diperkuat karena kecurangan dan korupsi hanya bisa dibasmi dengan 
mengadakan kontrol yang tegas. (I Wangsa Widjaja, 1981: 210) 
 Program Mohammad Hatta banyak yang menentang, tetapi Mohammad 
Hatta tetap optimis keberhasilan program kerjanya itu. Salah satu tokoh yang 
menentang Mohammad Hatta adalah Amir Sjarifuddin yang semula diajak di 
dalam kabinet Hatta, tetapi kemudian Mohammad Hatta membatalkan karena 
Amir meminta jatah kursi yang lebih untuk FDRnya. Alasan Mohammad Hatta 
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mengajak Amir adalah untuk mempertanggungjawabkan dan memperbaiki 
kondisi pemerintahan yang kacau akibat dari perjanjian Renville (Kedaulatan 
Rakyat, 27 Januari 1948) 
Sebagai bentuk serangan Amir Sjarifuddin terhadap kabinet Hatta adalah 
mendirikan Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada tanggal 26 Februari 1948 yang 
merupakan kelompok anti pemerintahan Hatta. Program FDR sama dengan 
program Tan Malaka yang menghendaki penasionalisasi barang milik asing, 
pengerahan massa untuk menyelesaikan masalah dan penghentian perundingan 
degnan Belanda. Program dari FDR ini ditentang oleh Mohammad Hatta karena 
itu bertentangan dengan Manifesto Politik 3 November 1945, meskipun tidak 
diterima oleh Mohammad Hatta, FDR tidak begitu saja menyerah untuk mencapai 
tujuannya itu. FDR melakukan teror pada rakyat untuk menjatuhkan kabinet Hatta 
di mata masyarakat dan yang paling menggemparkan adalah bersama PKI 
melakukan pemberontakan di Madiun pada tanggal 18 September 1948. FDR 
yang tergabung dalam pemberontakan PKI merupakan gabungan dari para partai 
sosialis, bekas anggota yang tergabung dalam pemerintahan Amir Sjarifuddin, 
partai Buruh, Pesindo, SOBSI serta PKI sendiri. Pemberontakan PKI juga di 
dukung oleh sebagian angkatan bersenjata yang kecewa dengan seadanya 
rasionalisasi. Pemberontakan PKI Madiun dapat ditumpas dengan cepat dengan 
menjadikan Jawa Timur sebagai daerah istimewa dan Kolonel Sungkono diangkat 
sebagai gubernur militer karena jenderal Sudirman sedang sakit dan pimpinan 
operasi diserahkan pada Kolonel AH Nasution dan dengan dua brigade kesatuan 
cadangan umum Devisi IV Siliwangi dan Brigade Surachman dari Jawa Timur 
(Kahin Mc Turnan George, 1993: 355-378). 
Susunan kabinet Hatta harus diuji lagi dengan adanya agresi militer 
Belanda II pada tanggal 19 September 1948 dan memperoleh kemenangan dengan 
merebut Yogyakarta dan menahan pimpinan Indonesia sebelum penangkapan 
Mohammad Hatta sudah merasa akan ada tindakan lebih lanjut setelah agresi 
akhirnya Mohammad Hatta mengadakan rapat kabinet darurat dengan mengambil 
dua keputusan yaitu: 
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1) Bahwa Presiden dan Wakil Presiden serta para menteri yang bersidang akan 
berada di Yogyakarta dan tidak meninggalkan Yogyakarta walau harus 
menghadapi resiko penangkapan oleh Belanda. 
2) Bahwa Menteri Kemakmuran Syarifuddin Prawiranegara yang sedang di 
Sumatera diberi mandat untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik 
Indonesia (PDRI) di Sumatera dan bila tidak berhasil memberi kuasa kepada 
Sudarsono (wakil RI yang berada di New Dehli, L.N Palar yang berada di 
New Dehli untuk membentuk exile government (Pemerintah Pelarian) RI di 
India.(Deliar Noer, 1990:339) 
Pada tanggal 22 Desember 1948 bersama Soekarno, Haji Agus Salim, 
Sjahrir, Assat, Ghafar Pringgodigdo, Komodor Udara Suryadharma, Mohammad 
Roem dan Ali Sastroamidjoyo ditahan di Bangka dan pada tanggal 22 Desember 
1948 PDRI di proklamirkan. Adanya agresi militer Belanda II hingga 
penangkapan pemimpin RI mendapat reaksi keras dari dunia internasional 
terutama dari Amerika Serikat dan beberapa negara luar yang tergabung dalam 
Konferensi Asia yang meminta PBB untuk bersikap tegas dengan tindakan 
Belanda tersebut. Kemudian PBB mengeluarkan resolusi pada tanggal 28 Januari 
1949 yang berisi penghentian genjatan senjata, pembebasan pemimpin RI 
mengembalikan Yogyakarta kepangkuan RI dan segera diadakan perundingan lagi 
untuk membahas kedaulatan negara. Resolusi PBB tersebut mendapat dukungan 
besar dari pihak luar terutama negara-negara yang tergabung dalam Konferensi 
Asia yang dipimpin oleh Pandit Jawaharlal Nehru. Resolusi PBB membuat posisi 
Belanda semakin terdesak dan menyetujui resolusi tersebut. Perundingan Belanda-
Indonesia terealisasi dengan adanya perundingan Roem Royen pada tanggal 7 Mei 
1949 dan pelaksanaan Resolusi PBB. Pada tanggal 6 Juli 1949 kota Yogyakarta 
diserahkan kepada RI dan Sultan Hamengku Buwono sebagai penerima dan 
pemimpin sementara selama presiden Soekarno belum kembali ke Yogyakarta 
presiden menyuruh Mohammad Natsir dan Halim menemui Syafrudin 
Prawiranegara untuk mengembalikan pemerintahan kepada Presiden Soekarno 
dan pemerintahan kembali ke Yogyakarta, akhirnya setelah pemerintahan 
dikembalikan pada presiden tanggal 13 Juli 1949 kemudian presiden Soekarno 
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menunjuk Mohammad Hatta untuk mendirikan kabinet baru. (M. Hisyam, 
Kasijanto, Erman Erwiza, J.R Chaniago, 1987:36-40)       
 
b. Kabinet Hatta II 
Setelah kota Yogyakarta kembali ke pangkuan RI dan Syafruddin 
Prawiranegara mengembalikan pemerintahan kepada presiden maka dimulailah 
babak baru untuk memilih perdana menteri baru. Perdana Menteri terakhir jatuh di 
tangan Mohammad Hatta dan pada pemerintahannya Indonesia tidak mengalami 
keterpurukan yang parah seperti yang terjadi dengan kabinet sebelumnya. Setelah 
penandatanganan Undang-Undang Dasar Sementara, presiden Soekarno 
dihadapkan pada satu masalah untuk menentukan pemegang tambuk 
pemerintahan karena ada beberapa pilihan yang dianggap pantas semua.  
Ada tiga orang yang dipercaya untuk memegang tambuk pemerintahan 
Anak Agung Gede Agung, Sultan Hamengku Buwono dan Mohammad Hatta, 
karena presiden Soekarno lebih menggunakan hati untuk penentuan ini maka 
pemerintahan diserahkan kepada Mohammad Hatta yang sebelumnya sudah 
menjabat perdana menteri. Keputusan itu diambil karena Mohammad Hatta lebih 
mengetahui situasi pemerintahan karena Mohammad Hatta adalah perdana 
menteri terakhir sebelum terjadi agresi militer Belanda II selain itu akan lebih baik 
memberikan kepercayaan lagi kepada Mohammad Hatta karena Mohammad Hatta 
lebih dipercaya oleh utusan maupun delegasi luar sebelum diadakan perundingan 
yang akan membahas tentang pengakuan kedaulatan, karena beberapa alasan 
itulah presiden Soekarno menyerahkan posisi perdana menteri kepada Mohammad 
Hatta lagi. (Merdeka, 17 Desember 1949). 
Kabinet Hatta II dibentuk pada tanggal 4 Agustus 1949. Kabinet ini 
mempunyai program yaitu menggalang persatuan kembali dan menyongsong 
pelaksanaan penyerahan kedaulatan melalui KMB. Dalam rangka menyongsong 
KMB akan diadakan Konferensi Antar Indonesia yang dimulai di Yogyakarta 
tanggal 28 Juli dan ditutup di Jakarta tanggal 2 Agustus 1949 yang akan  
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membahas tentang kenegaraan, keuangan dan ekonomi serta kebudayaan dan 
pendidikan. Hasil dari Konferensi Antar Indonesia ini adalah 
1) Mengubah NIS menjadi RIS 
2) Mengesahkan bendera merah putih sebagai bendera negara  
3) Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara 
4) Lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan 
5) Tanggal 17 Agustus sebagai hari nasional (Mohammad Hatta, 1978:350-550). 
 
c. Kabinet Hatta III 
Kabinet Hatta II berhasil mengangkat derajat bangsa dan negara Indonesia,  
karena kabinet Hatta II berhasil meraih kedaulatan. Keberhasilan kabinet Hatta 
membawa 3 tokoh yang semula dicalonkan presiden Soekarno sebagai perdana 
menteri setelah PDRI menyerahkan pemerintahan ke Yogyakarta menjadi 
pemegang pemerintahan setelah penyerahan kedaulatan hingga terbentuk NKRI 
tahun 1950 dan kabinet ini disebut dengan kabinet Hatta III karena sebagai 
perdana menterinya tetap Mohammad Hatta yang dibantu oleh menteri-menteri 
yang tersusun dalam susunan kabinet Hatta III. (Mohammad Hatta, 1978:560). 
Program Kabinet Hatta III antara lain: 
1. Menyelenggarakan supaya pemindahan kekuasaan ke tangan bangsa Indonesia 
di seluruh Indonesia terjadi dengan seksama; mengusahakan re-organisasi 
KNIL dan pembentukan angkatan perang RIS dan pengembalian tentara 
Belanda ke negerinya dalam waktu yang selekas-lekasnya. 
2. Menyelenggarakan ketentraman umum, supaya dalam waktu yang sesingkat-
singkatnya terjamin berlakunya hak-hak demokrasi dan terlaksananya dasar-
dasar hak manusia dan kemerdekaannya. 
3. Mengadakan persiapan untuk dasar hukum, cara agar rakyat menyatakan 
kemauannya menurut asas-asas Undang-Undang Dasar RIS, dan 
menyelenggarakan pemilihan umum untuk Konstituante. 
4. Berusaha untuk memperbaiki keadaan ekonomi rakyat, keadaan keuangan, 
perhubungan, perumahan dan kesehatan, mengadakan persiapan untuk 
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jaminan sosial dan penempatan tenaga kembali ke dalam masyarakat; 
mengadakan peraturan tentang upah minimum; pengawasan pemerintah atas 
kegiatan ekonomi agar kegiatan itu terwujud kepada kemakmuran rakyat 
seluruhnya.       
5. Menyempurnakan perguruan tinggi sesuai dengan keperluan masyarakat 
Indonesia dan membangun pusat kebudayaan nasional; mempergiat 
pemberantasan buta huruf di kalangan rakyat. 
6. Menyelesaikan soal Irian dalam setahun ini juga dengan jalan damai. 
7. a) Menjalankan politik luar negeri yang memperkuat kedudukan RIS dalam  
dunia internasional dengan memperkuat cita-cita perdamaian dunia dan 
persaudaraan bangsa-bangsa  
b) Memperkuat hubungan moril, politik, dan ekonomi antara negara-negara 
Asia Tenggara. 
c) Menjalankan politik dalam Uni, agar supaya Uni ini berguna bagi 
kepentingan RIS. 
d) Berusaha supaya RIS menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Deliar 
Noer, 1990: 376)   
Di masa kabinet Hatta III ini pemerintahan Indonesia lebih baik dan bisa 
membawa perubahan besar pada sistem pemerintahan. Di masa pemerintahannya 
yang ketiga kalinya ini Mohammad Hatta harus mengatasi beberapa masalah 
diantaranya Mohammad Hatta harus menentukan posisi di dunia internasional 
yang terbagi dalam dua blok. Mohammad Hatta menyarankan gerakan non blok 
melalui kebijakan luar negeri bebas aktif. Dua persoalan internasional yang harus 
dihadapi ialah bagaimana mengendalikan arus tengah antara Amerika Serikat dan 
Uni Soviet, dan bagaimana membujuk Belanda supaya melepaskan Irian Barat. 
Sementara status Uni antara RIS dengan kerajaan Belanda merupakan masalah 
tersendiri yang masih menjadi beban dalam penyelenggaraan pemerintahan 
(Mohammad Hatta, 1978:561). 
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2. Peran Mohammad Hatta sebagai Delegasi dalam Konferensi Meja 
Bundar (KMB) 
Dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia perjuangan, 
Mohammad Hatta dilakukan melalui cara diplomasi. Hatta mengadakan diplomasi 
dengan pihak penjajah maupun negara-negara lain di dunia. Hatta berusaha agar 
kedaulatan Indonesia diakui dunia. Tanggal 13 Januari 1948 diadakan 
perundingan di Kaliurang. Perundingan tersebut membicarakan daerah kekuasaan 
Republik Indonesia. Perundingan tersebut dilakukan oleh Komisi Tiga Negara 
(Amerika, Australia, dan Belgia) dengan Indonesia. Mohammad Hatta, Ir. 
Soekarno, Sultan Syahrir, dan Jendral Sudirman merupakan wakil dari Indonesia.  
Kabinet Hatta II memikul tugas yang amat berat. Mohammad Hatta dan 
beberapa tokoh Indonesia lainnya seperti Mohammad Roem harus bertempur 
dengan Belanda di meja perundingan dan kekuatan intelegensia diuji di 
perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB). Tanggal 23 Agustus 1948 Drs. 
Mohammad Hatta memimpin delegasi Indonesia dalam KMB di Den Haag. 
Konferensi Meja Bundar merupakan perundingan antara Indonesia, delegasi BFO, 
UNCI (dari PBB) dan Belanda. Tujuan utama Konferensi Meja Bundar adalah 
untuk menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda yang mengarah pada 
pengakuan kedaulatan Indonesia.  
KMB diadakan di Den Haag dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 
1949. Suatu rentang yang cukup panjang di meja perundingan yang menguras 
tenaga dan pikiran. Perundingan yang berjalan lambat memang sudah menjadi 
suatu ciri klasik Belanda yang selalu keberatan menerima resolusi-resolusi 
Republik atau barangkali juga sifat nasionalisme Mohammad Hatta yang amat 
prinsipil sehingga sulit mengalah. Perundingan KMB tidak semudah yang 
dibayangkan, perlu perhitungan khusus untuk menerima suatu keputusan. Di 
KMB kemampuan Mohammad Hatta sebagai ketua delegasi RI benar-benar diuji. 
Dalam Konferensi Meja Bundar ada beberapa prosedur yang harus ditaati 
dan prosedur ini diluar dari ketentuan dalam dokumen dan prosedur itu berupa 
ketentuan bahwa rapat diadakan secara resmi dan tidak resmi. Rapat resmi 
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diselenggarakan dengan kehadiran UNCI dan rapat tidak resmi diselenggarakan 
dengan tidak adanya kehadiran UNCI dan disesuaikan dengan keadaan, keputusan 
yang diambil adalah pada rapat resmi, KMB akan memberikan kesempatan pada 
rakyat kecil untuk mengemukakan pendapat mereka. (Notosoetardjo, 1956:56) 
KMB diikuti oleh empat delegasi yaitu delegasi Republik Indonesia, 
delegasi BFO, delegasi Belanda, dan UNCI. Delegasi Indonesia dipimpin oleh 
Mohammad Hatta, wakil ketua Mohammad Roem dan Soepomo, sekretaris 
dipegang oleh Abdoel Karim Pringgodigdo. Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan 
Hamid II sebagai ketua dan wakil ketua dipegang oleh Anak Agung Gde Agung 
dan Soeparno sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Van Marseveen, wakil 
ketua DU. Stireker dan Van Royen serta sekretaris adalah Van Dervalk wakil dari 
UNCI adalah Chirithley (Sekretaris NKRI, 1986:236). 
Masalah-masalah yang dibicarakan dalam KMB meliputi berbagai hal, hal 
itu tercermin dari macam-macam panitia yaitu panitia politik, hukum dan 
ketatanegaraan, panitia bidang dan keuangan, panitia kemiliteran, panitia 
kebudayaan dan panitia sosial. Sebenarnya acara utama dalam KMB adalah 
penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia yang pada kenyataannya 
meluas ke permasalahan lain. (Deliar Noer, 1990:358) 
Masalah yang paling hangat dibicarakan di KMB adalah masalah 
keuangan, Belanda mendesak supaya Indonesia menerima untuk membayar utang 
luar negeri Belanda sejumlah f. 3.167 juta dan utang dalam negeri sebesar f.2956 
juta. Suatu jumlah yang amat fantastis dan tidak masuk akal. Mohammad Hatta 
tentu saja marah dan tidak mau menerima tuntutan Belanda, akan tetapi atas 
desakan Cochern sebagai wakil PBB Mohammad Hatta dengan berat hati 
menerima tuntutan tersebut dengan pengurangan sampai f.2000 juta pada angka 
awal Belanda, sambil mengingatkan bahwa kehilangan kedaulatan bukan hanya 
akan menyebabkan permusuhan baru, akan tetapi juga berarti kehilangan simpati 
Amerika Serikat (Rose Mavis, 1991: 275-276) 
Masalah lain yang dibicarakan di KMB adalah masalah Irian Barat yang 
hampir membuat Konferensi menemui jalan buntu. Belanda bersikeras menolak 
untuk membebaskan Irian Barat, Mohammad Hatta sendiripun tidak mau 
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manyerah dan akan terus memperjuangkannya. Masalah Irian Barat ini 
terpecahkan dinihari tanggal 1 November 1949 setelah batas waktu pembicaraan 
dengan kompromi tersebut. Sidang akhirnya ditutup tanggal 2 November 1949 
dengan ditandatanganinya dokumen resmi hasil dari KMB. 
Dari semua persoalan yang dibahas dalam perundingan dengan Belanda 
dalam KMB, bagi Republik permasalahan yang paling berat adalah menerima 
bentuk federal bagi negara Indonesia, tetapi dengan bentuk federal ini Belanda 
mau menyerahkan dan mengakui kedaulatan dan kemerdekaaan negara Indonesia. 
Sejenak Mohammad Hatta dan anggota lainnya terdiam dan meyakinkan pada diri 
mereka bahwa bentuk negara federal sementara karena rakyat tidak menyukai 
bentuk negara federal ini. Harapan dari para wakil delegasi Indonesia terbukti 
dengan keberhasilan mengubah bentuk federal menjadi negara Kesatuan Republik 
Indonesia dengan jangka waktu tujuh bulan pada tanggal 17 Agustus 1950 
(Panitia Ulang Tahun Bung Hatta ke-70, 1972:40) 
Dalam KMB kerja sama antar Mohammad Hatta sebagai ketua delegasi 
dengan anggota delegasinya sangat sangat berpengaruh. Tidak selamanya antara 
Mohammad Hatta dengan  anggota delegasi berpendapat sama dalam suatu 
masalah, akan tetapi karena kepercayaan yang beserta pada anggota delegasi 
kepada Mohammad Hatta maka yang menjadi keputusan Mohammad Hatta 
didukung oleh para anggotanya. Berbagai komentar muncul dengan hasil yang 
diperoleh delegasi Indonesia dalam KMB, baik itu yang pro maupun yang kontra. 
John Coast mencatat bahwa Mohammad Hatta kembali menderita kelelahan fisik, 
dengan menerangkan bahwa berat badan Mohammad Hatta turun dan terlihat 
melakukan pekerjaan yang fantastis pada KMB, Mohammad Hatta tidak pernah 
menyerah dalam memperjuangkan argumen. (Rose Mavis, 1991:275) 
Pada awal Januari 1946 pemerintah mengambil keputusan untuk 
memindahkan kedudukan pemerintahan pusat RI ke Yogyakarta. Sultan 
Hamengkubuwono IX menyambut hangat kepindahan tersebut. Hatta melindungi 
pejabat-pejabat negara dan keluarganya dari ancaman tentara Belanda. Hatta rela 
berkorban demi perjuangan. Belanda ingin Hatta mengubah sikapnya terhadap 
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Republik Indonesia. Belanda mengirim utusan untuk membujuk beliau agar mau 
bekerja sama dan memihaknya. Belanda menjanjikan hadiah wilayah Jawa dan 
Madura. Hatta tetap tegar pada pendiriannya. Hatta setia kepada Republik 
Indonesia. Keinginan Hatta hanya satu yaitu Belanda segera pergi dari Republik 
Indonesia. Pada awal kehidupan Republik Indonesia, Sultan Hamengkubuwono 
IX berhasil meminta kesanggupan Letkol Soeharto untuk mempersiapkan 
serangan umum. Tanggal 1 Maret 1949 serangan umum dilaksanakan dan TNI 
berhasil menduduki kota Yogyakarta dalam waktu enam jam. Keberhasilan 
serangan tersebut menunjukkan bahwa Republik Indonesia belum habis 
riwayatnya. Sri Sultan Hamengkubuwono IX berperan dalam usaha pengakuan 
kedaulatan RI.  
Tanggal 2 November 1949 tercapai persetujuan KMB. Hasil KMB adalah 
Belanda akan menyerahkan kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada akhir 
bulan Desember 1949. Hasil dari KMB tersebut dijelaskan dalam sidang lengkap 
KNIP tanggal 15 Desember 1949, hasilnya 226 suara setuju dan 62 menolak dan 
yang yang membuat Mohammad Hatta bersedih bahwa suara yang menentang 
perjanjian tersebut kebanyakan berasal dari Partai Sosialis Indonesia yang 
mengidentifikasikan sebagai PNI baru, partai yang pernah dibesarkan oleh 
Mohammad Hatta dan Soekarno serta Sjahrir di zaman pergerakan. Pada tanggal 
16 Desember 1949 di Yogyakarta wakil BFO dan Republik berkumpul untuk 
memilih presiden yaitu Soekarno dan Mohammad Hatta secara bulat sebagai 
perdana menteri. Tanggal 23 Desember 1949 Mohammad Hatta dan Sultan Hamid 
II terbang ke Belanda untuk menghadiri upacara resmi penyerahan kedaulatan di 
istana kerajaan Amsterdam.  
Keberhasilan Indonesia memperoleh kedaulatan yang diperjuangkan oleh 
tokoh-tokoh besar Indonesia disemarakkan dengan banyaknya ungkapan hati 
rakyat yang dituangkan dalam surat kabar seperti halnya Hamka di majalah 
Merdeka yang mengungkapkan bahwa eberhasilan Indonesia memperoleh 
kedaulatan merupakan tekad dari rakyat Indonesia untuk lepas dari perbudakan 
yang sudah mendarah daging di rakyat Indonesia akibat dari imperialisme dan 
kolonialisme bangsa Barat. Jiwa budak yang sudah melekat di hati bangsa 
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Indonesia harus diubah menjadi jiwa merdeka yang disertai dengan perubahan dan 
harus diwujudkan bersama dengan perjuangan penuh seperti usaha tokoh  
 
Tanggal 27 Desember 1949 di Den Haag dilakukan upacara 
penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat 
diwakili Drs. Mohammad Hatta, sedangkan Belanda diwakili Ratu Yuliana 
melawan Belanda. Pada hari yang sama juga, Sri Sultan Hamengkubuwono IX 
menandatangani naskah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda di Jakarta. 
Di Jakarta naskah penyerahan kedaulatan ditandatangani oleh Sri Sultan 
Hamengkubuwono IX mewakili Indonesia dan Wakil Tinggi Mahkota A.H.J. 
Lovink mewakili Belanda. Secara politik. Indonesia telah terbebas dan 
Mohammad Hatta memimpin perundingan terakhir untuk memperoleh 
kemerdekaan itu. (Rose Mavis, 1991: 280).  
 
3. Peran Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Konstitusional 
Republik Indonesia yang baru terwujud pada tanggal 17 Agustus 1950, 
pada saat ulang tahun kelima Proklamasi Kemerdekaan. Soekarno mengangkat 
Mohammad Natsir, pemimpin Masyumi sebagai formatur kabinet. Pada tanggal 
14 Oktober 1950, parlemen yang baru melakukan pemungutan suara untuk 
memberi rekomendasi supaya Hatta diangkat sebagai wakil presiden. (Merdeka, 
16 Oktober 1950) 
Parlemen memilih Mohammad Hatta untuk menjadi wakil presiden 
Hatta sebagai wakil presiden. Bangsa kita akan diperkuat, baik secara internal 
maupun eksternal. Dalam pandangan rakyat, Soekarno-
(Merdeka, 16 Oktober 1950)  
Mohammad Hatta sebagai wakil presiden Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang kedua kalinya ini sudah berlainan kedudukannya dibandingkan 
pada saat dipilih menjadi wakil presiden pada Republik Indonesia yang 
diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Dalam Republik Indonesia yang pertama, 
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presiden dan wakil presiden mempunyai kedudukan yang benar-benar sebagai dwi 
tunggal bersama dengan Ir. Soekarno. Dwi tunggal tidak pernah retak, dalam 
segala tindakan merupakan satu kesatuan. Kalau seorang diantara mereka berdua 
tidak ada di tempat, yang ada di ibukota mengambil keputusan. Keputusan 
tersebut kelak selalu disetujui oleh yang sedang dalam perjalanan. Suatu 
kerjasama yang ideal yang kemudian menimbulkan mitos: selama dwi tunggal 
ada, Republik Indonesia selamat. Alasan tersebut dipergunakan oleh banyak 
pemimpin berbagai aliran, partai dan organisasi saat membentuk kembali Negara 
Kesatuan pada tahun 1950. (Mohammad Hatta, 1971: xxxi) 
Mohammad Hatta mengerti benar kedudukannya sebagai wakil presiden 
konstitusional. Hatta dapat menganjurkan berbagai ide atau tindakan kepada 
kabinet yang bertanggungjawab. Jika perlu Hatta dapat membantu kabinet dalam 
melaksanakan cita-cita yang disetujuinya dan disetujui oleh parlemen, tetapi tidak 
dapat mengambil tindakan sendiri. Sebagai wakil presiden, Hatta tidak 
mempunyai tanggung jawab politik. Tanggung jawab pemerintahan sekarang 
berada di tangan kabinet. (Mohammad Hatta, 1971: xxxii).    
Setelah menjadi wakil presiden konstitusional, Mohammad Hatta lebih  
banyak mendapat kesempatan untuk mengunjungi daerah-daerah untuk melihat 
masalah yang dihadapi daerah-daerah secara lebih dekat. Dalam perjalanannya, 
Hatta selalu membawa serta Sekretaris Jenderal salah satu kementerian dan 
pejabat lainnya, dengan maksud supaya masalah yang penting di daerah-daerah 
tersebut dapat dapat diputuskan setempat oleh pegawai negeri yang bersangkutan. 
Sebelum berangkat, Hatta mempelajari terlebih dahulu masalah-masalah daerah 
yang akan dikunjunginya dan sesuai dengan keperluan daerah tersebut dibawanya 
pejabat yang bersangkutan dari Kementerian. (Mohammad Hatta, 1971: xxxii) 
Dalam perjalanannya ke daerah-daerah itu, Mohammad Hatta hampir 
selalu menganjurkan kepada rakyat bagaimana seharusnya kita hidup dengan 
menganut dasar Pancasila, sebagai pegangan untuk menegakkan Indonesia yang 
adil dan makmur. Hatta juga tidak lupa mengunjungi sekolah-sekolah, terutama 
sekolah rakyat. Hatta selalu menganjurkan agar sekolah kejuruan lebih 
diutamakan dari sekolah umum. Setiap kali memecahkan masalah tersebut, Hatta 
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selalu memperingatkan agar tradisi lama dari masa Hindia Belanda jangan 
diteruskan. (Mohammad Hatta, 1971: xxxiii). 
Mohammad Hatta selalu mencari strategi untuk berjuang tanpa kekerasan. 
Senjatanya adalah otak dan pena. Hatta lebih memilih untuk menyusun strategi, 
melakukan negosiasi dan menulis berbagai artikel bahkan kritikan pedas untuk 
memperjuangkan nasib bangsa daripada melawan menggunakan kekerasan 
(http//BUNG HATTA, MAESTRO BESAR DEMOKRASI « klikharry.htm).  
Tidak banyak yang dapat dilakukan Hatta secara terbuka selama menjadi 
wakil presiden. Hatta lebih banyak bertindak sebagai sesepuh yaitu memberi 
nasihat, anjuran, teguran, dan sebagainya dengan lisan maupun dengan surat 
kepada siapa saja (termasuk presiden, menteri, gubernur, tokoh masyarakat, 
pemuda, pengusaha dan sebagainya); mendorong dan menggembirakan mereka 
dalam hal tertentu, tetapi kalau perlu memarahi mereka; Hatta menyelenggarakan 
pertemuan-pertemuan berkala sekali seminggu dengan mahasiswa, wartawan, dan 
pengusaha nasional. Nama-nama Emil Salim, Bintoro Tjokroamidjojo, Kartomo 
dan almarhum Eziddin, termasuk dalam kelompok seperti ini. Pada kelompok 
wartawan dapat disebut Mohammad Nahar dan Sjaaf; dan kelompok pengusaha 
berkeliling meninjau berbagai daerah, di samping beberapa pejabat yang perlu, 
Hatta sengaja membawa beberapa orang mahasiswa, termasuk dari Gajah mada 
dan UII agar mereka juga mendapatkan kesempatan mengetahui masalah daerah. 
Kebiasaan ini dilanjutkan setelah Hatta berhenti sebagai wakil presiden. Dalam 
pada itu Hatta aktif memberikan ceramah-ceramah dalam kuliah di berbagai 
lembaga pendidikan tinggi seperti di Gajah Mada dan UII, Akademi Dinas Luar 
Negeri, serta di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat. Hatta menyusun 
kuliahnya dalam bentuk susunan yang bersifat karangan. Daftar buku 
perkuliahannya lengkap dan ujiannya dilakukan  dengan teliti. Ceramah-
ceramahnya dipersiapkan dengan rapi.   
Kekuatan Hatta terletak pada artikulasi gagasan-gagasannya dalam bahasa 
tulisan. Hatta juga tetap menulis berbagai karangan dan buku-buku ilmiah di 
bidang ekonomi dan koperasi. Hatta juga aktif membimbing gerakan koperasi 
74 
 
untuk melaksanakan cita-cita dalam konsepsi ekonominya. Tanggal 12 Juli 1951, 
Hatta mengucapkan pidato radio untuk menyambut Hari Koperasi di Indonesia. 
Karena besamya aktivitas Hatta dalam gerakan koperasi, maka pada tanggal 17 
Juli 1953 Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada Kongres 
Koperasi Indonesia di Bandung. Pikiran-pikiran Hatta mengenai koperasi antara 
lain dituangkan dalam bukunya yang berjudul Membangun Koperasi dan Koperasi 
Membangun (1971).  
Setiap tulisan Hatta memegang teguh prinsip yang diyakininya. Prinsip 
demokrasi dan kebebasan berpendapat yang dipegang Hatta membuatnya 
berusaha untuk dapat mengakomodasi aspirasi semua golongan tanpa kecuali. 
Oleh karena itu Hatta memperjuangkan status Indonesia sebagai negara kesatuan 
yang utuh (http//BUNG HATTA, MAESTRO BESAR DEMOKRASI« 
klikharry.htm).  
Dalam rangka pembentukan kabinet, Hatta biasanya berkonsultasi dengan 
presiden. Tetapi dalam rangka pembentukan kabinet Boerhanoedin Harahap 
(1955-1956) Hatta bertindak sendiri karena presiden Soekarno sedang melakukan 
ibadah haji. Beberapa tegur sapa yang dilakukannya terhadap perdana menteri 
/menteri mencakup: 
1) Masalah kepegawaian: agar pemerintah bersikap adil, berperikemanusiaan dan 
lugas. Kelihatannya Hatta ingin menegakkan career service. 
2) Masalah partai, yang menurutnya berkembang tidak sehat, yang dalam banyak 
hal mendahulukan kepentingan sendiri. Hatta mengakui bahwa sebagian 
pemimpin partai telah lebih mengutamakan kepentingan partai sendiri. 
Keadaan yang kian memburuk pada tahun 1950-an menurutnya disebabkan 
karena hasil yang baik bermula itu (yaitu soal penyerahan kedaulatan) 
dikacaukan oleh orang-orang dan pemimpin politik yang tidak mempunyai 
rasa tanggung jawab sepenuhnya dan tak punya visi yang jauh  
3) Masalah perguruan tinggi dan perpustakaan. Kadangkala Hatta 
memperhatikan bahwa pengembangan perguruan tinggi dan perpustakaan 
terhalang oleh kelalaian, bukan karena tidak ada buku/ dana. 
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4) Masalah ekonomi dan gaji. Hatta keberatan menaikkan gaji presiden dan wakil 
presiden (November 1951) oleh kabinet Sukiman yang diderita oleh rakyat 
sangat mengecam kebijaksanaan ekonomi kabinet Ali. Mengenai ini Hatta 
mengemukakan dalam suatu konferensi ekonomi di Medan, November 1954; 
diskriminasi pemerintah dalam penyaluran gula; pemeliharaan hutan; 
pembangunan desa; buruh. 
5) Masalah tentara. Ada dua masalah besar yang muncul yaitu peristiwa 17 
Oktober 1952 dan perbuatan indisipliner kalangan Angkatan Udara Desember 
tentara adalah alat negara. Tentara tidak berpolitik. Politik tentara adalah 
Oktober 1952 dan Angkatan Udara Desember 1955 lepas dari kepentingan 
politik tertentu; juga tidak kepentingan pribadi. Hatta menyesali Kolonel 
Nasution yang setelah berhenti sebagai kepala staf angkatan darat aktif dalam 
partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, padahal Nasution masih 
berkeinginan berkecimpung dalam profesi militer. Oleh karena itu juga, Hatta 
lebih suka melihat orang lain daripada Nasution diangkat sebagai KSAD tahun 
1955. Dalam hal Angkatan Udara 1955, Hatta berselisih pendapat dengan 
Soekarno yang i
-perwira Angkatan 
Udara yang terlibat termasuk Komodor Suryadarma. 
Hatta juga mengecam (dengan surat kepada kabinet) tindakan Iwa 
Kusumasumantri (ketika itu Menteri Pertahanan kabinet Ali I) mengubah 
undang-undang tahun 1948 tentang susunan kementrian pertahanan dengan 
keputusan kabinet (12 Oktober 1953). Menurut Hatta hal tersebut tidak sah 
karena undang-undang apabila perlu diganti oleh undang-undang lain. Lagi 
pula ini dimaksudkan untuk melepas ketua Gabungan Kepala Staf, 
kabinet, bertanggal 5 Maret 1952) Hatta mengingatkan agar tentara jangan 
ditarik-tarik ke dalam politik.      
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6) Masalah presiden konstitusional. Pada masa kabinet Boerhanoedin Harahap, 
pemerintah mengambil inisiatif (sesudah gagal berunding dengan Belanda), 
untuk membatalkan perjanjian KMB secara sepihak. DPRS pun telah 
menerima rancangan undang-undang tentang ini, tetapi presiden Soekarno 
tidak mau menandatanganinya dan meminta pendapat Mahkamah Agung 
tentang sah tidaknya sidang DPRS tersebut. Jawaban positif dari Mahkamah 
Agung bahwa sidang tersebut adalah sah, tidak juga menggerakkan Soekarno 
untuk menandatangani RUU yang disetujui parlemen tadi.  
Hatta dalam suratnya kepada Soekarno (20 Maret 1956) mengatakan 
bahwa sikap Soekarno itu melanggar konstitusi, juga mempersulit kedudukan  
perdana menteri baru yang akan menggantikan Harahap.      
7) Dwi tunggal. Masalah yang meretakkan dwi tunggal semakin menumpuk dan 
akhirnya menanggalkan dwi tunggal. Dwi tunggal menjadi Dwi Tanggal. 
Hatta menilai Soekarno telah meninggalkan kedudukan konstitusionalnya, 
dengan sekian lama bertindak inkonstitusional yaitu tidak memperhatikan 
pendapat Mahkamah Agung, turut berkampanye secara terbuka dalam rangka 
penegakan paham yang akan diperdebatkan dalam konstitusi, Hatta menerima 
perwira menengah dalam rangka peristiwa 17 Oktober 1952 dengan 
melangkahi atasan perwira tersebut, dan yang agaknya benar-benar 
mengecewakan Hatta yaitu Soekarno mengambil tindakan tanpa konsultasi 
dengan wakilnya, Hatta. Dalam bukunya, Mohammad Hatta Biografi Politik, 
Deliar Noer (1990: 476) mengungkapkan bahwa Mohammad Hatta berkata 
kepada Soekarno sebagai berikut: 
Kalau saudara memandang Dwi tunggal (yang begitu banyak dibicarakan 
di waktu akhir ini) lebih dari show saja, sebenarnya dalam hal-hal 
mengenai dasar-dasar (pemerintah) negara, Saudara sepatutnya berembuk 
dengan saya lebih dahulu. Sebelum mengambil tindakan. (Surat Hatta 
kepada Soekarno tanggal 25 Maret 1955) 
 
Ditambah dengan hal-hal lain, maka Hatta semakin merasa berat untuk 
turut bersama bertanggung jawab dengan Soekarno, padahal Hatta tidak 
diberitahu sebelumnya Kehidupan pribadi Soekarno pun tidak pula dapat 
dicampuri. Dalam bukunya, Mohammad Hatta Biografi Politik, Deliar Noer 
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(1990: 476) mengungkapkan bahwa Mohammad Hatta menasehati Soekarno 
ketika akan pergi naik haji, dengan berkata:  
Dari mulai memakai pakaian ihram untuk mengerjakan tawaf pertama, 
hendaklah saudara bulatkan makrifat kepada menunaikan ibadah haji dan 
menyingkirkan soal-soal di Indonesia dan pikiran Saudara. Sebagaimana 
biasa saya akan menghadapi segala perkembangan ini dari kedudukan saya 
yang bersifat nasional (Surat Hatta kepada Soekarno tanggal 20 Juli 1955).   
 
Sayangnya pada tahun 1950-an, baik ketika menjadi wakil presiden, 
maupun sesudah berhenti, Hatta tidak bergabung dengan salah satu partai yang 
ada, atau mendirikan partai sendiri. Padahal dengan ide, pemikiran, dan pendapat 
serta pribadi kuat pada Hatta, akan lebih mudah rasanya bila pembinaan pendapat 
umum serta kepartaian dilakukan langsung oleh beliau melalui 
kepemimpinannnya dalam partai. Akibatnya, pendidikan politik rakyat yang 
merupakan salah satu fungsi partai pada masa pergerakan kebangsaan, kurang 
dilanjutkan Hatta sesudah Indonesia merdeka.  (Deliar Noer, 1990:317) 
 
4. Pengunduran Diri Mohammad Hatta 
Pada tahun 1955, Hatta mengumumkan bahwa apabila parlemen dan 
konstituante pilihan rakyat sudah terbentuk, Hatta mengundurkan diri sebagai 
Wakil Presiden. Niatnya untuk mengundurkan diri itu diberitahukannya melalui 
sepucuk surat kepada ketua Perlemen, Mr. Sartono. Tembusan surat dikirimkan 
kepada Presiden Soekarno.  
Dalam banyak hal Mohammad Hatta merasa tidak pernah diajak berunding 
sebelumnya oleh Soekarno dan dilampaui begitu saja. Lagi pula, situasi politik 
pada masa-masa itu malah makin memperkuat tekad Mohammad Hatta untuk 
mengundurkan diri. Pasalnya, sepulang dari perjalanan mengunjungi Amerika 
Serikat, Uni Soviet dan Cina, 1956, Soekarno makin mengisyaratkan 
keinginannya untuk mengubur partai-partai yang jumlahnya sudah melebihi 40 
partai. Dan hal tersebut ditegaskan dalam pidatonya 28 Oktober 1956. Soekarno 
berkeyakinan bahwa hanya melalui demokrasi terpimpin, tujuan masyarakat adil 
dan makmur dapat dicapai (Wawan Tunggul Alam, 2003: 270).  
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Mohammad Hatta menilai bahwa hanya ada dua kemungkinan cara yang 
bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut: keluar dari pemerintah atau 
mengadakan kudeta. Alternatif yang terakhir sangat bertentangan dengan jiwanya, 
maka tidak ada pilihan lain selain mengajukan pengunduran diri sebagai wakil 
presiden.  
Setelah Konstituante dibuka secara resmi oleh Presiden, Wakil Presiden 
Hatta mengemukakan kepada Ketua Parlemen bahwa pada tanggal l Desember 
1956 Hatta meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Presiden Soekarno 
berusaha mencegahnya, tetapi Hatta tetap pada pendiriannya. (http://ksupointer. 
com/2009 /patriot-mohammad-hatta/). 
Hatta kecewa terhadap perkembangan yang mengarah pada kemunduran 
pelaksanaan demokrasi dan cita-cita kemerdekaan. Sekalipun menjabat wakil 
presiden, tetapi Hatta tidak bisa melakukan apapun untuk memperbaiki keadaan 
tersebut, sementara Hatta sangat taat pada konstitusi yang memosisikan jabatan 
wakil presiden sebagai simbol belaka. 
Ada beberapa alasan yang dipergunakan Hatta untuk mengundurkan diri: 
(1) Hatta menilai Soekarno sudah tidak sejalan dengan pemikirannya yang akan 
lebih memilih kekuasaan otoriter. 
(2) Opsi yang ditegaskan berikutnya adalah keinginan Hatta untuk mengkudeta 
Soekarno tapi tidak dilakukan karena dapat membahayakan Republik. 
Tidak ada gejolak politik yang mengikuti pengunduran diri Hatta. Juga 
tidak ada tekanan-tekanan dari pihak luar. Hatta mengungkapkan bahwa terdapat 
perbedaan pendapat dengan Presiden. Perbedaan pendapat antara Mohammad 
Hatta dengan Soekarno, lebih kepada visi dan pendekatan Mohammad Hatta  yang 
berbeda dengan Soekarno dalam mengelola negara. Perbedaan tersebut 
sesungguhnya telah terjadi sejak awal. Namun, perbedaan tersebut semakin 
memuncak pada pertengahan tahun 1950-an. Soekarno menganggap revolusi 
belum selesai, sementara Hatta menganggap sudah selesai sehingga pembangunan 
ekonomi harus diprioritaskan. 
Mohammad Hatta mengemukakan bahwa yang belum selesai bukanlah 
revolusi, melainkan usaha menyelenggarakan cita-citanya menurut waktu. 
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Revolusi sebentar saatnya, sedangkan masa revolusioner dapat berjalan lama, 
sampai puluhan tahun. Revolusi nasional telah berakhir pada saat penyerahan 
kedaulatan pada tahun 1949. Kemudian diteruskan dengan masa konsolidasi untuk 
merealisasikan hasil revolusi itu (Wawan Tunggul Alam, 2003: 274).  
Alasan Hatta yang lain adalah karena Hatta merasa tidak cocok lagi 
Soekarno yang menjadi presiden. Hatta menganggap Soekarno sudah mulai 
meninggalkan demokrasi dan ingin memimpin segalanya. Sebagai pejuang 
demokrasi, Mohammad Hatta tidak bisa menerima perilaku Soekarno. Padahal, 
rakyat telah memilh sistem demokrasi yang mensyaratkan persamaan hak dan 
kewajiban bagi semua warga negara dan dihormatinya supremasi hukum. Karena 
merasa tidak mungkin lagi menjalin kerja sama, akhirnya Mohammad Hatta 
memilih berhenti dan memberi kesempatan kepada Soekarno untuk membuktikan 
konsepsinya. 
 Sebelum Soekarno menyampaikan konsep Demokrasi Terpimpin secara 
resmi, Mohammad Hatta telah mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Pada 
tanggal 1 Desember 1956, Mohammad Hatta mengirimkan surat pengunduran 
dirinya sebagai Wakil Presiden kepada DPR hasil Pemilihan Umum 1955. Pada 
tanggal 5 Februari 1957 berdasarkan Keputusan Presiden No.13 Tahun 1957, 
Presiden Soekarno memberhentikan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 
Namun, pengunduran diri Mohammad Hatta dari posisi Wakil Presiden tidak 
mengakibatkan hubungan pribadi keduanya menjadi putus. Soekarno dan 
Mohammad Hatta tetap menjaga persahabatan yang telah mereka jalin sejak lama. 
(I Wangsa Widjaja, 1988: 72) 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 Berpijak dari uraian hasil penelitian dalam bab sebelumnya, maka dapat 
diambil suatu kesimpulan sebagai berikut : 
1. Mohammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukittinggi, 
Sumatera Barat dan wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Jakarta. Pribadi dan 
pemikiran Mohammad Hatta dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan latar 
belakang pendidikannya. Mohammad Hatta menempuh pendidikan di Sekolah 
Rakyat, Europe Lagere School (ELS) yang setingkat dengan Sekolah Dasar di 
Bukittinggi, dan melanjutkan belajar di Meer Uegebreid Leger Onderweijs 
(MULO) di Padang (1917). Sejak di MULO Mohammad Hatta sudah aktif 
dalam organisasi khususnya di Jong Sumatranen Bond (JSB) dan selalu 
menjabat sebagai pengurus inti. Keaktifan Mohammad Hatta berlanjut setelah 
hijrah ke Batavia untuk melanjutkan sekolah di Prins Hendrik School (PHS) 
dan pada tahun 1921 Mohammad Hatta melanjutkan  studi ke Belanda di 
Sekolah Tinggi Ekonomi di Nederland Handels Hoogeschool (NHH). 
Kesadaran politik Hatta makin berkembang karena kebiasaannya menghadiri 
ceramah-pertemuan-pertemuan politik. Kiprah Mohamad Hatta di organisasi 
mulai menanjak setelah masuk ke Perhimpunan Indonesia dan kemudian 
bersama Ir. Soekarno serta Sutan Sjahrir membentuk PNI hingga pada 
akhirnya bermunculan organisasi-organisasi politik lainnya. 
2. Pemikiran-pemikiran Mohammad Hatta antara lain :  
a. Sosialisme di Indonesia. Ada tiga sumber yang melahirkan sosialisme di 
Indonesia yaitu ajaran Marx, agama islam dan corak kolektif dari 
masyarakat desa Indonesia asli.  
b. Demokrasi dan kedaulatan rakyat. Demokrasi yang ada di Indonesia ada 3 
(tiga) sendi yaitu cita-cita rapat, cita-cita protes massa dan cita-cita tolong-
menolong.  
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c. Bentuk negara serikat. Mohammad Hatta menganjurkan dibentuknya 
negara serikat sebagai sebuah konsekuensi dari konsep kedaulatan rakyat 
yang digulirkannya.  
3. Pada masa pemerintahan parlementer, kehidupan politik dan pemerintahan 
tidak stabil, sehingga program pembangunan dari suatu pemerintahan tidak 
dapat dilaksanakan dengan baik dan berkeseimbangan. Salah satu penyebab 
ketidakstabilan tersebut adalah sering bergantinya pemerintahan yang bertugas 
sebagai pelaksana pemerintahan. Hal ini terjadi karena dalam negara 
demokrasi dengan sistem pemerintahan parlementer, kedudukan negara berada 
di bawah DPR dan keberadaanya sangat tergantung pada dukungan DPR,dan 
pemerintahan lain adalah timbulnya perbedaan pendapat yang sangat 
mendasar di antara partai politik yang ada saat itu. Mohammad Hatta adalah 
pendukung negara serikat dan cita-citanya membangun pemerintahan 
parlementer bagi Indonesia. Pemerintahan parlementer bisa berjalan baik jika 
ditunjang oleh tingkat pendidikan rakyat yang tinggi, sedangkan negara serikat 
tidak begitu mengkristal dalam gagasannya. Karena itu baginya, 
pemberlakuan prinsip otonomi dalam negara kesatuan sudah mendekati cita-
citanya. Sumber-sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial 
menurut analisa Mohammad Hatta ada tiga pokok yaitu paham sosialisme 
Barat yang menjunjung tinggi perikemanusiaan, ajaran Islam dan kolektivisme 
masyarakat Indonesia.  
4. Mohammad Hatta memiliki peran besar dalam masa pemerintahan 
parlementer. Pada tahun 1948-1950, Mohammad  Hatta yang menjabat 
sebagai Wakil Presiden, diangkat menjadi Perdana Menteri. Kebijakan politik 
Kabinet Hatta antara lain diplomasi, rasionalisasi dan pembangunan. Pada 
bidang diplomasi, Hatta yang menjadi ketua delegasi Indonesia ke Belanda 
berhasil membawa Indonesia kepada pengakuan kedaulatan Indonesia oleh 
Belanda melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 27 Desember 
1949 di Den Haag. Pada kebijakan rasionalisasi, Hatta telah meletakkan dasar-
dasar untuk mengefektifkan susunan dan administrasi negara dan Angkatan 
Perang.  Pada kebijakan pembangunan, Hatta telah berhasil meletakkan dasar-
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dasar bagi program transmigrasi, penyempurnaan pengairan dan pembukaan 
lahan-lahan baru untuk meningkatkan produksi pangan. Kedudukan dan peran 
Wakil Presiden pada UUDS 1950, tidak memiliki peran yang cukup berarti 
dalam menentukan penyelenggaraan kenegaraan, karena undang-undang dasar 
ini menganut sistem pemerintahan parlementer yang mengakibatkan 
Mohammad Hatta yang menjabat menjadi wakil presiden hanya berfungsi 
sebagai lambang negara. Hatta lebih banyak memberi masukan pada presiden, 
menteri, gubernur, tokoh masyarakat, pemuda, pengusaha dan sebagainya 
dalam mereka mengambil kebijakan. Mohammad Hatta meletakkan jabatan 
sebagai wakil presiden pada tanggal 1 Desember 1956.  
 
B. Implikasi 
Berdasarkan kesimpulan tersebut maka implikasi dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Teoritis 
 Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui mengenai perjuangan polit ik 
seorang tokoh besar yang berperan dalam masa pemerintahan parlementer yaitu 
Mohammad Hatta. Sistem parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah 
kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat oleh UUD 1949 dan UUD 
1950, ternyata kurang cocok untuk Indonesia, meskipun dapat berjalan secara 
memuaskan dalam lembaga beberapa negara Asia lain. Periode pemerintahan 
parlementer tidak lepas pula dari masalah ketidakstabilan politik. Perpecahan 
dalam koalisi partai di kabinet menyebabkan kabinet tidak mampu bertahan. 
Pemilihan umum yang diselenggarakan 1955 dan semula diharapkan sebagai jalan 
keluar dari ketidakstabilan politik ternyata tidak mampu mengubah keadaan.  
 Serangkaian peristiwa yang mewarnai demokrasi parlementer tidak lepas 
dari peran Mohammad Hatta didalamnya. Sejak tahun 1949, kepemimpinan 
nasional didominasi oleh Hatta dan Soekarno. Hatta sebagai negosiator dan 
pembuat kebijakan, Selama masa demokrasi parlementer, Mohammad Hatta 
selalu ikut andil yang dituangkan dalam peran Mohammad Hatta sebagai perdana 
menteri pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS), menjadi delegasi di 
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Konferensi Meja Bundar untuk memperjuangkan kedaulatan Indonesia demi 
kelangsungan hidup bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan 
berdaulat dari dunia internasional khususnya dari pemerintah Belanda. 
Mohammad Hatta juga diangkat kembali menjadi wakil presiden RI pada masa 
UUDS 1950.  
 
2. Praktis 
 Implikasi praktis dari hasil penelitian ini yaitu sebagai seorang pemimpin 
harus menjadi pemimpin yang baik bagi rakyatnya. Pemimpin yang baik yaitu 
pemimpin yang mengutamakan kepentingan negara dan rakyat di atas kepentingan 
pribadi dan golongan. Dalam penulisan ini memunculkan suatu aspek kepribadian 
seorang tokoh besar Indonesia yang patut diteladani oleh rakyat Indonesia 
khususnya generasi muda. Mohammad Hatta yang memiliki kepribadian yang 
baik seperti hidup disiplin, gemar membaca, taat beribadah, jujur, 
bertanggungjawab dan selalu berpikiran positif menjadikan Mohammad Hatta 
sebagai tokoh yang mudah dikenal di berbagai kalangan. Selama berjuang 
membela bangsa dan negara, Mohammad Hatta selalu optimis dengan langkah 
yang diambil dan jalan damai selalu lebih diutamakan karena menurut 
Mohammad Hatta kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Yang salah satunya 
dibuktikan melalui perannya sebagai delegasi dalam Konferensi Meja Bundar. 
 Dalam dunia pendidikan, pembaca diharapkan dapat mengambil nilai-nila i 
yang terdapat di dalamnya tentang kepemimpinan Mohammad Hatta. Mohammad 
Hatta memiliki nilai-nilai dan jiwa 1945 yang murni dan yang dapat ditonjolkan 
sebagai teladan untuk ditiru oleh generasi muda. Hatta adalah pemimpin yang 
sederhana, tabah, tegas, berani, bersih, berdisiplin dan berkarakter. Hatta adalah 
tipe pemimpin yang satu kata dengan perbuatan. Selain jujur, Hatta adalah 
pemimpin yang hemat dan efisien dalam kehidupan pribadi maupun saat 
menjalankan pemerintahan. Bagi Hatta, jabatan dan kekuasaan bukan segala-
galanya. Pengabdian kepada bangsa dan rakyat merupakan yang utama, dan itu 
bisa dilakukan di mana saja, termasuk di luar pemerintahan.  
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3. Metodologis 
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi 
historis. Metodologi historis adalah metodologi yang berusaha untuk 
merekonstruksi peristiwa-peristiwa masa lampau. Dalam hal ini peneliti berusaha 
merekonstruksi peristiwa masa lampau yang berkaitan dengan perjuangan politik 
Mohammad Hatta pada masa pemerintahan parlementer (1948-1956). Dalam 
teknik pengumpulan data, peneliti sering mengalami hambatan. Hambatan itu 
terutama penulis kesulitan dalam mencari sumber-sumber primer terutama surat 
kabar dan majalah di tahun 1948 sampai tahun 1950.  
 
C. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, diajukan saran sebagai 
berikut: 
1. Bagi generasi muda khususnya para pelajar dan mahasiswa hendaknya 
menjadikan kepribadian Mohammad Hatta sebagai motivator dalam 
pembentukan karakter generasi muda yang memiliki moral dan integritas yang 
tinggi. 
2. Bagi para pejabat pemerintahan daerah, hendaknya dapat meneladani sifat 
Mohammad Hatta yang lebih mengutamakan jalan damai untuk 
menyelesaikan persoalan bangsa tanpa menggunakan jalan kekerasan. Hatta 
ialah politisi santun dalam mengutarakan pendapatnya. Hatta tidak mau 
mengerahkan massa, memprovokasi, memberontak, dan sebagainya, karena 
Hatta bukanlah tipe agigator dan haus kekuasaan. Hatta ialah seorang 
pemimpin yang rajin mengampanyekan pentingnya mendidik rakyat secara 
rasional.  
3. Bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Program Studi Sejarah / P.IPS, FKIP, 
Universitas Sebelas Maret yang ingin mengadakan penelitian tentang 
Perjuangan Politik Mohammad Hatta Pada Masa Pemerintahan Parlementer
skripsi ini bisa digunakan sebagai penelitian penunjang guna penelitian lebih 
lanjut dengan mencari sumber yang lebih banyak lagi. 
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